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Judul : Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU No. 6
Tahun 2014 Suatu Tinjauan Ekonomi Islam
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1). Mengetahui dan menganalisis
implementasi pengelolaan keuangan Desa Gareccing berdasarkan UU No.6 Tahun
2014; (2) mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa menurut
pandangan Islam. Khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dana desa yang di
lakukan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
kualitatif yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan
(Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Kesejahteraan Masyarakat,
Ketua BPD, Kepala Dusun ) dan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara,
dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode
analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni mengelompokkan data,
direduksi, kemudian interpretasi data dan pada tahap terakhir yakni penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa
Gareccing telah mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014 yang diatur dalam
Peraturan mentri dalam negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa, terkait (1) Perencanaan keuangan desa yaitu dilakukan secara musyawarah,
pendataan perhitungan kebutuhan satu tahun anggaran, (2) Pelaksanaan keuangan
desa yaitu: Bendahara melakukan pengadministrasian atau pencatatan secara cermat,
dan menyiapkan buku kas pembantu penerimaan dan pengeluaran anggaran, dan
Pemerintah membentuk TPTPKD dan tim PPHD. (3) Penatausahaan yaitu:
penerimaan dan pengeluaran dibukukan berdasarkan aturan yang ada, dan bendahara
hukumya wajib untuk mengumpulkan faktur-faktur yang ada dan bukti transaksi; (4)
Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh bendahara tiap akhir triwulan untuk ADD
dan untuk dana desa dilakukan 2 tahap (setiap tengah semester). (5)
Pertanggungjawaban keuangan desa di pertanggungjawabkan kepada pemerintah
Kabupaten dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Gareccing.
Adapun pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan konsep Islam yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.




Ekonomi merupakan salah satu masalah mendasar yang terjadi disemua
Negara. Masalah ekonomi itu sendiri ternyata mengalami perkembangan dari masa
kemasa dengan memiliki karakteristik masing-masing. Oleh karena itu dalam
menyikapi masalah ekonomi tiap negara, masing-masing negara menganut sistem
ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan. Untuk
memecahkan masalah ekonomi itu, manusia dituntut untuk melakukan perbuatan
ekonomi, yang didorong oleh motif ekonomi serta berdasar kepada prinsip ekonomi
(Suherman Rosyidi 2015 : 53).
Peraturan yang memengaruhi perilaku ekonomi, tetapi dapat berubah sesuai
dengan kondisi. Aturan yang disebut belakangan tersebut adalah hasil dari keputusan
yang diambil oleh otoritas yang sah dalam masyarakat Islam sebagai upaya
menjalankan kebijakan, seperti intervensi ekonomi, semua kebijakan dan tindakan
ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu, yang harus sesuai syariah . (Zamir
Iqbal,dkk 2008 : 41-42). Sistem ekonomi Islam yang diadopsi ke dalam berbagai
tempat mungkin akan bervariasi karena peraturan dan institusi ekonomi  sekunder
ini, selalu sama. Ekonomi yang dinamis dan berkembang bisa dikatakan sehat
apabila peraturan, institusi, organisasi, dan operasi, serta perilaku individual dan
kolektifnya, telah sesuai dengan syariah. Sistem ekonomi adalah kumpulan institusi
2yang dibentuk oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya, produksi, dan
pertukaran barang dan jasa, serta distribusi pendapatan dan kekayaan
Adapun yang menjadi prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah tauhid,
maslaha dan falah, khalifa, harta, keadilan, persaudaraan, akhla, ulil amri
(pemimpin), kebebasan dan tanggung jawab, dan kerjasama hal ini sangat penting
untuk diterapkan dalam mengembangkan ekonomi dalam suatu daerah.
Prinsip-prinsip ekonomi syariah ini juga sangat penting diterapkan dalam
pengelolaan keuangan desa,karena pengelolaan keuangan sangat membutuhkan
transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan merupakan suatu istilah yang berasal
dari kata kelola yang mengandung arti serangkaian usaha yang dapat  bertujuan
untuk mengetahui dan memanfaatkan segala potensi yang ada secara efesien dan
efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya
(Harsoyo. 1977: 121) .
Pengelolaan keuangan Desa adalah pemerintah desa menekankan pada
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang
sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbangan terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah ( Widjaja. 2005 : 133).
Mengingat pentingnya wilayah Desa dalam struktur kepemerintahan nasional
maka undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ialah undang-undang yang
telah diimpikan oleh segenap masyarakat desa. Tepat pada hari Rabu 18 desember
2013, Rancangan undang-undang tentang desa telah di sahkan menjadi Undang-
3Undang Desa. Pada tanggal 15 januari 2014 , Presiden Susilo Bambang Yudoyono
telah resmi mengesahkan UU tersebut. Undang-undang ini adalah salah satu
instrument yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah yang diikuti dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun
2014 tentang desa. Maka dari itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang
telah terjadi dalam wilayah atau lingkup desa khususnya di Desa Gareccing dan
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa maka pemerintah pada tahun 2014
mengeluarkan kebijakan tentang Desa.
Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu
kebijakan baru dari pemerintah yang diterbitkan melalui pergulatan politik yang
memerlukan waktu yang cukup lama. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa juga merupakan hasil pemikiran para politisi dan akademisi  yang diterbitkan
untuk menjawab berbagai permasalahan wilayah Desa seperti masalah sosial,
ekonomi dan budaya.
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung oleh
peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang
desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
dirasakan sangat istimewa karena hal ini telah memberikan fondasi dasar yang kuat
mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa.
Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang desa ini dapat memberikan peluang
kepada pemerintah desa untuk mengatur, mengurus dan mengelolah tata
4pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembagunan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain daripada itu pemerintah
desa diharapkan untuk lebih mandiri, kreatif dan berinovasi dalam mengelola
pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya
pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran yang diterima oleh
Pemerintah desa, tentunya dapat disertai dengan tanggung jawab pula. Hal ini
pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata
pemerintahannya, karena akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus
mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Gareccing dan
pemerintah Kabupaten sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, Keuangan desa adalah semua
hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang dibutuhkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Desa gareccing adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan,
Kabupaten Sinjai.yang menjadi lokasi penelitian ini akan menerima sebuah anggaran
berdasarkan UU No.6 tahun 2014 yang mana telah dijanjikan oleh pemerintah.
Masyarakat desa Gareccing saat ini hampir 98% dari penduduknya berpenghasilan
sebagai petani. Anggaran desa Gareccing bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana
Desa (ADD), bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2017
jumlah anggaran  Desa khususnya di Desa Gareccing adalah 1.716.501.705,00.
Anggaran Desa ini digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
5masyarakat. dalam pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun
2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 6 yaitu pengelolaan keuangan desa
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pengelolaan keuangan dana desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Seluruh
pendapatan yang dinilai di desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa
dan penggunaanya ditetapkan oleh APBDesa. Pencairan  anggaran Desa dalam
rekening kas desa dapat ditandatangani oleh Kepala desa dan bendahara desa. Untuk
pengelolaan keuangan desa yang baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah
memerlukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan yang cermat. Oleh sebab itu pengelolaan harus
dilakukan secara transparan, jujur, dan amanah dan harus disesuaikan dengan
pengelolaan keuangan syariah dan pedoman pengelolaan keuangan desa yang
berlaku (Soedjono Soekanto 2007:20)
Titik permasalahanya adalah implementasi pengelolaan keuangan desa.
Karena adanya arus dana yang besar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(APBN) yang diberikan kepada masing-masing desa yang menuntut transparansi dan
bersifat partisipatif dari elemen-elemen masyarakat yang ada di desa. Dengan
keikutsertaan elemen-elemen masyarakat yang ada di desa dapat dimudahkan
perencanaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu penulis ingin meneliti
Implementasi Pengelolaan Keuanga Desa Gareccing.
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus yang menjadi bahan penelitian pada tulisan ini adalah implementasi
pengelolaan keuangan desa gareccing, dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014
yang telah diikuti dengan Peraturan Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa. Hal ini salah satu indikator yang penting dalam
keberlangsungan operasi keuangan desa. Penelitian ini akan dilakukan melaui
wawancara dengan kepala desa, sekertaris, bendahara, dan BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab langsung dalam
pengelolaan keuangan desa serta masyarakat (informan tambahan) sebagai pihak
yang berkepentingan.
2. Diskripsi Fokus
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengelolaan
keuangan Desa Gareccing berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014, khususnya
dalam hal dana desa sebagai penyempurnaan dan mewujudkan tata kelola yang baik
(Good Governance) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa.
7C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di proposal penelitian ini
maka permasalahan penelitian akan dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU No 6
Tahun 2014 Di Desa Gareccing?
2. Bagaimanakah Sudut Pandang Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Gareccing
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu
Data atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan dapat
dijadikan sebagai data pendukung (Mohammad Arief, 2010 : 12). Salah satu data
pendukung meurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian
terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu
penelitian.
Soerjono soekanto dalam buku berjudul: “sosiologi suatu pengantar”
berpendapat bahwa dalam pengelolaan seseorang atau kelompok orang melaksanakan
perencanaan yang matang, mengatur sebaik mungkin, mengawasi pelaksanaannya
hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kasmir dalam buku berjudul: “pengantar manajemen keuangan” James C.
Van Horne, mendifinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang
berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan  beberapa
tujuan menyeluruh.
8Menurut Widjaja dalam buku: “Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa”
keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah
desa yang dipertanggungjawabkan pelaksana, kepala desa berkewajiban melakukan
keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan.
Menurut Widjaja dalam Buku: “Otonomi Desa”  keuangan desa merupakan
pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian
yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.
Menurut Hanif Nurcholis dalam buku: “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa” bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa.
Menurut Mardiasmo dalam buku : “Otonomi dan Manajemen Keuangan
Daerah” bahwa dalam pengelolaan keuangan secara umum memerlukan prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi transparansi, akuntabilitas, dan value
for money.
Menurut Najmuddin dalam buku : “Manajemen Keuangan dan Aktualisasi
Syar’iyyah Modern” bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang
menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut
berdasarkan perencanaa, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen
9yang menuntut agar dalam memperoleh dan mengalokasikan dana tersebut harus
mempertimbangkan efesiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).
Menurut Muhammad dalam buku : “Manajemen Keuangan Syariah  (Analisis
Fiqh dan Keuangan)”  bahwa manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan
keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.
Peneliti melakukan penelahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penyusun
menemukan beberapa penelitian yang sudah ada yang mempunyai kemiripan dengan
judul yang diangkat sehubungan dengan masalah implementasi pengelolaan keuangan
menurut UU No.6 tahun 2014 suatu tinjauan ekonomi Islam yang dapat dijadikan
acuan dan masukan dalam penelitian ini.
(Kiki Debi Sintia, 2016) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang)” hasil penelitian “Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014
tentang desa secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Toyomerto telah
accountable, akan tetapi secara teknis masih banyak kendala misalnya,
keterlambatan pencairan dana dari pemerintah Kabupaten ke desa, perencanaan desa
yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada pemerintah Kabupaten,
laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat dan pengawasan
serta pembinaan pemerintah daerah yang tidak maksimal, dalam penelitian ini
menggunakan analisis data deskriptif kualitatif komparatif.
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Perbedaan penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk
mengetahui pengelolaan keuangan desa gareccing tidak bertentangan dengan praktik
pengelolaan keuangan syariah
Penelitian yang dilakukan oleh (Nirwana Ahmad, 2016) dengan judul
“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”
penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya menujukan
pada Desa di Kecamatan Biranti Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa Pengelolaan
keuangan desa pada tahun 2014 belum menerapkan transparansi dalam pelaporan
keuangan desa. Selain itu, di tiga desa pada kecamatan baranti belum sepenuhnya
siap mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 yang disebabkan obeberapa hal
yaitu: keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor
utama yang dapat menghambat kesiapan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan
desa dikarenakan UU serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai
kepemerintah desa, tidak adanya kesiapan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dan
sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.
Penelitian yang dilakukan oleh ( Vica Mayela Laurentya, 2017) dengan judul
“Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Apbdesa dan
Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro
Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo” penelitian ini menggunakan analisis data
deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa suda
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menampakkan pengelolaan yang acountabel dan transparan sesuai dengan dasar
hukum yang berlaku.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hesti Irna Rahmawati 2015)
dengan judul “Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Studi 8 Desa Di Kabupaten Seleman”
penelitian ini menggunakan analisis data Deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam
implementasi penerapan UU No.6 Tahun 2014 Tentag Desa, khususnya dalam hal
APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena karena masih ada kendala
dalam implementasi undang-undang desa. Faktor utama yang menajdi penghambat
adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi undang-
undang sebagai dasar aturan. Salah satu factor lain yang dapat mempengaruhi adalah
sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.
Penelitan yang dilakukan oleh ( Putri Kartika Anggraini, 2015) dengan judul
“Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Pemeritah Daerah Kabupaten
Jombang”. Hasil dari penelitian ini adalah keterlambatan penyampaian laporan
penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan tidak jelasnya aturan hukum yang
mengatur mengenai hal tersebut, sumber daya manusia tidak professional, perubahan
anggaran, kurangnya koordinasi antar unit kerja.
Berdasarkan penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan penelitian ini yang
akan diteliti oleh peneliti adalah untuk  mengetahui dan mengenalisis  agar
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pengelolaan keuangan desa gareccing tidak bertentangan dengan praktik pengelolaan
keuangan Islam.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Gareccing.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan Desa
Gareccing yang ditinjau dari ekonomi Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Manfaat secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi atau wawasan bersifat ilmiah bagi pemerintah, pengembangan
ilmu pengetahuan, praktisi ekonomi  dan khususnya yang berkaitan
dengan pengeolaan keuangan desa menurut uu no 6 tahun 2014.
b. Manfaat secara praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi kongkrit atau suatu masukan yang bermanfaat bagi
pemerintah desa di Kabupaten Sinjai, khususnya pemerintahan Desa





Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah stewardship theory
yang menggambarkan situasi dimana para manajeman organisasi tidaklah
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada saran hasil
utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan James, 1991 : 49).
Manajeman (agent) sebagai steward akan bertindak sesuai dengan kepentingan
principal, dalam hal ini dapat diartikan sebagai perangkat desa dengan
masyarakata. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara
kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan
maksimalisasi utilitas kelompok principal dan manajeman. Maksimalisasi
utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu
yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.
Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofi mengenai sifat
manusia yaitu bahwa manusia dapat di percaya, mampu bertindak dengan
penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.
Stewardship theory, manajer atau pejabat perangkat desa akan berperilaku
sesuai kepentingan bersama (Rahardjo, 2007: 37). Apabila kepentingan steward
dan principal tidak sama, maka steward akan berusaha bekerja sama daripada
menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku
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sesuai dengan perilaku principals merupakan perkembangan yang rasional
karena steward akan melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi.
Adanya sistem desentralisasi dan otonomi desa maka akan diberikan
kewenangan kepada organisasi tingkat bawah (Desa) dalam mengatur sendiri
daerahnya, dengan hal itu stewaship theory berperan sebagai solusi dalam
mengatasi  permasalahan sistem tersebut, yang dimana kepentingan organisasi
merupakan kepentingan bersama, dengan kata lain, stewardship theory
memandang manajemen sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk bertindak
dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.
Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri. Namun harus memebrikan
manfaat bagi stakeholdernya yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lainnya. Menurut Freeman
(1984) salah satu pencetus teori stakeholder bahwa stakeholder merupakan
individu atau kelompok yang bisa memengaruhi dan / atau dipengaruhi oleh
organisasi sebagai dampak aktivitas-aktivitasnya.
Devinisi stakeholder telah berubah selama empat decade terakhir, yang
pada mulanya, pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya stakeholder
perusahaan. Pandangan stakeholder berubah dengan memperluas devinisi,
tidak hanya pemegang saham saja yang dipandang sebagai stakeholder dari
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perusahaan, bahkan kelompok yang tidak menguntungkan (adversial grup)
seperti pihak regulator dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu juga
dimasukkan dalam cakupan stakeholder. Kelompok stakeholder imilah yang
menjadi bahan pertimbangan bagi manajeman perusahaan dalam mengungkap
atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut.
Tujuan utama dari stakeholder adalah untuk  membantu manajemen
perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari
aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan minimalkan kerugian yang mungkin
muncul bagi stakeholder. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan hanya
perusahaan yang menjadi stakeholder tetapi juga pemangku kepentingan
lainnya seperti para nasabah dan masyarakat.
B. Good Governance
Konsep tentang good governance tidak lepas dari sejarah perkembangan
sistem admistrasi publik yang berlaku di berbagai negara. Perkembangan sistem
administrasi public tersebut menurut Denhardt terdapat tiga perspektif, yaitu:
old public administration, new public management, dan new public service,
pengertian Good governance tersebut pada esensinya merupakan inplementasi
dari perspektif new public service (solekhan, 2014 : 24)
Good governance sering diartikan sebagai “kepemerintahan yang baik”
adapula yang mengartikannya sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan
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adapula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”
selanjutnya dijelaskan pula bahwa istila “governance” sebagai proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan public good and
services. Sedangkan arti good dalam good governance mengandung dalam dua
pengertian, pertama yaitu: nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/
kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat
dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan
dan keadilan sosial ; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang
efektif dan efesien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut. Praktek terbainya disebut good governance atau kepemerintahan yang
baik. Sehingga dengan demikian good governance didefinisikan sebagai
penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif
dan efesien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara
domain-domain negara. Sektor swasta dan masyarakat (Shinta, 2012 : 4)
Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha
yag dilandasi oleh etika professional dalam berusaha/berkarya. Good
governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu
perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untu menatur hubungan, fungsi
dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik
(azlina dan Amelia, 2014).
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Menurut Dwiyanto,2008 dalam (juniaster ,2014) mengatakan bahwa ada
10 indikator good governance antara lain transparansi, partisipasi, daya
tanggap, akuntabilitas, penegak hukum, kesetaraan, wawasan kedepan,
pengawasan publik, efektifitas, efesiensi dan profesionalisme.
Dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yaitu bendahara.
Pengelolaan keuangan desa erat kaitannya dengan manajemen
pengelolaan keuangan. Sehingga dalam penerapannya memerlukan prinsip-
prinsip manajemen pengelolaan keuangan secara umum. Menurut mardiasmo
(2002: 105) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah
adalah:
1.Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD
dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan
menciptakan horizontal accountiblity antara pemerintah daerah dengan
masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif,
efesien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Mardiasmo ( 2002 : 30)
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Menurut widjaja (2001: 68) transparansi tentang anggaran daerah atau
desa merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik, bersih dan bertanggung jawab .
2. Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo (2002: 105) Akuntabilitas adalah prinsip
pertanggungjawaban  publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai
dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
Mardiasmo (2002. 105) mengungkapkan bahwa masyarakat di sini tidak hanya
memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.  Oleh
karena itu untuk mewujudkan tata kelola keuangan yag baik pemerintah desa
harus memiliki tanggung jawab dalam penetapan anggaran pendapatan belanja
desa (APBD). Seperti firman Allah swt. dalam Qs. Al-Syuara : 215 mengenai
rasa tanggung jawab, sebagai berikut:
            
Terjemahnya:
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu,yaitu
orang-orang yang beriman.  (Kementrian Agama RI. Al-qur’an dan
Tajwid, 376 : 215
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Ayat tersebut menjelaskan tentang seorang pemimpin wajib memiliki
hati yang melayani atau akuntabilitas. Istilah akuntabilitas adalah berarti penuh
tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran dan
tindakannya dapat dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat dan kepada
Allah swt. kelak diakhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin
yang mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari diri mereka
yang dipimpin (masyarakat).  Oleh karena itu, pemimpin mempunyai tanggung
jawab yag sangat besar bagi bagi bangsa ataupun organisasi yag dipimpin, baik
itu di dunia maupun di akhirat kelak.
3. value for money
Menurut Mardiasmo (2002 : 29 ) value for money merupakan jembatan
untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance, Value for
money tersebut harus dioperasionalkan dal pengelolaan keuangan daerah dan
anggaran daerah.
Menurut Mardiasmo (2002 : 105) juga mengatakan bahwa value for
money berarti diterapkannnya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu
ekonomi, efesiensi, dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan
penggunaan sumber daya alam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang
paling murah. Efesiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public
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money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna).
Sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat: 27
                      
Terjemahnya :
“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan
dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.
Ayat ini berkaitan  erat hubungannya dengan efisiensi yang mana ayat
ini melarang manusia untuk menghambur-hamburkan harta  yang mereka miliki
untuk hal-hal yang tidak berguna. Artinya kita dilarang untuk boros dalam
memanfaatkan pendapatan dana desa. Sedangkan efektifitas berarti bahwa
penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target –target atau tujuan
kepentingan publik.
Dalam pengelolaan keuangan yang baik harus memiliki prinsip disiplin
Anggaran. Menurut Haw.Widjaja (2004 : 68)  APBDesa disusun dengan
berorientsi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan
keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan,
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan
berdasarkan asas efesiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggung
jawabkan.
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Manajemen keuangan menurut Agus Sartono (2001 : 73) adalah
keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang
diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling
menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien
mungkin. Pendapat ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan merupakan
suatu usaha untuk mendapatkan dana  dan dalam penggunaannya dilakukan
secara efektif dan efesien. Pendapat ini pula mengindikasikan tujuan daripada
manajemen keuangan diterapkan,yaitu untuk melakukan efesien penggunaan
anggaran.
Sementara pada sisi yang senada dengan pendapat Agus
Sartono,Liefman dalam Murtahada Sinuarya (2008 : 19-21) mengatakan bahwa
manajemen keuangan adalah usaha untuk dapat menyediakan uang serta
menggunakan uang untuk mendapat atau juga memperoleh aktiva.  Kedua
pendapat ini mengungkapkan hal yag senada yakni manajemen keuangan
diterapkan untuk penggunaan anggaran (dana) yang efisien.
Namun dalam manajemen keuangan yang diterapkan di desa, penerapan
prinsip-prinsip manajemen dilakukan dalam bentuk pembagian anggaran karena
anggaran atau dana desa harus dibelanjakan sampai nihil.  Sehingga maajemen
pengelolaannya dilakukan untuk mengatur pembagian pos-pos anggaran secara
tepat dan akurat. Oleh sebab itu prinsip manajemen keuangan desa diterapkan
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untuk mengatur penyaluran anggaran yang tepat pada bagian-bagian yang akan
dibiayai oleh anggaran (dana) desa.
C. Pengertian Implementasi
Menurut teori cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa:
implementasi itu mencakup ‘Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan
cara langkah administrasi dan politik’. Keberhasilan atau kegagalan
implementasi sebagai dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata
dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah
dirancang sebelumnya (Solichin Abdul Wahab, 2008 : 187)
Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar mengatakan
Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan
(Solichin Abdul Wahab, 2008 : 68)
Menurut teori Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu  atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah diatur dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari
program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan (Solichin Abdul
Wahab 2008 : 65).
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Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan
satu sama lain. Dengan adanya Impementasi kebijakan dapat
mengorganisasikan untuk melaksanakan kepemimpinan dan melakukan
pengendalian pelaksanaan. Secara detail kegiatan implementasi kebijakan di
mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan
dan pengendalian. Hal ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang
diinginkan apabila sesuai dengan prosedur.
Devinisi tersebut dapat diketahui bahwa impementasi kebijakan
menyangkut tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan, aktivitas dan kegiatan
dalam pencapaian tujuan, dan hasil dari kegiatan pelaksanaan kebijakan yang
dilakukan.
Grindle mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya,
bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi yang berkaitan, melainkan lebih
dari itu, implementasi kebujakan terjait juga dengan masalah konflik,
keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan oleh sebab itu,
implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan
proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan
kebijakan itu sendiri (Sulistio, 2013 : 44)
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Sulistio menambahkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan
secara sempurna dalam suatu organisasi atau lingkungan masyarakat maka
dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut (Sulistio, 2013 : 44)
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh istansi pelaksana akan
menimbulkan kendala/ gangguan yang serius, sosial, ekonomi, dan
budaya.
2. Tersedianya waktu dan sumber daya yang memadai.
3. Perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-benar ada.
4. Kebijakan itu di pengaruhi oleh adanya hubungan kusalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas itu harus bersifat langsung dan hanya sedikit
rantai penghubungnya.
6. Hubungan ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam  dalam kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan.
Berdasrkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan
implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana seseorang/individu
dan kelompok berusaha untuk menerapkan dan menjalankan kebijakan melalui
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aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang
sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang di cita-citakan.
Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan
apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan
memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas
dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu
hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui
aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah (Tangkilisan, 2003 : 90).
D. Pengelolaan Keuangan Desa
1. Pengelolaan
Pengelolaan adalah suatu proses perncanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan
pengguna sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar  mencapai tujuan
organisasi yang ditetapkan (Handoko, 2008 : 8). Hal ini hampir sama yang
diungkapkan oleh George, manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses
atau kerangka kerja,yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu
kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-
maksud yang nyata (George R,dkk, 2003 :1)
Menurut ( Halim, 2016 : 3) Manajemen keuangan adalah pengelolaan
uang dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi pemerintah, sekolah, rumah
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sakit, bank, perusahaan dan lain-lain. Sedangkan menurut (Kasmir, 2014 : 7)
Manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan,
termasuk lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan
investasi keuangan perusahaan serta instrument keuangan.
Sementara menurut (Arif, 2007 : 32) pengelolaan keuangan desa adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perecanaan, penganggaran, pelaporan,
pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.
Pengelolaan tidak hanya di jelaskan oleh pakar atau para ahli tapi juga
dijelaskan dalam Al-qur’an seperti dalam firman Allah swt Q.S Al-maidah/5:8
                
                      
    
Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Kementrian Agama
RI Alqur’an dan Tajwid,108 : 8 )
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Secara garis besar pendapat dari para ahli ini menunjukan bahwa dalam
pengelolaan terdapat proses perencanaan, pengendalian,pengawasan dan
pelaksanaan untuk mencapai tujuan, dan berdasarkan penjelasan Q.S Al-maidah
ayat 8 Allah swt. Sangat mencintai orang yang berbuat secara terencana,
professional dalam mengelolah. Dalam hal ini yang dimakasud pengelolaan
adalah pendapatan asli desa. Jika berpatokan kepada penjelasan dalam Alqur’an
dan pendapat ahli tersebut maka pengelolaan pendapatan asli desa dimulai
dengan proses perencanaan,pengendalian, pengawasan, pelaksanaan dan
tercapainya tujuan.
Untuk mencapai  tujuan dalam pengelolaan keuangan desa maka
dibutuhkan skill dan keterampilan. Hal ini senada dengan pendapat Handoko
(2003 : 8) pengelolaan adalah suatu seni dan proses. Seni yang berarti
keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dan menggunakan tenaga atau
bantuan orang lain. dan proses yang berarti cara sistematis untuk melakukan
pekerjaan, dengan semikian tujuan organisasi dapat tercapai. Sementara itu,
pengelolaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti subjek yang akan dikelola
sehingga pembahasan ini merujuk pada pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor 113 tahun 2014
tentang pengelolaan  keuangan desa  adalah keseluruhan rangkaian kegitan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
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pertanggung jawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun
anggaran.
a. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan pendapatan dan belanja dalam
kurun waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut  safir Senduk,
perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan
jagka pendek maupun jangka panjang. Yang dimaksud dengan dengan
tujuan- tujuan keuangan itu adalah keinginan keuangan yang akan
direalisasikan (Safir Senduk, 2001), sedangkan menurut
Gozali,mendefinisikan rencana keuangan sebagai sebuah strategi yang
apabila dijalankan bisa membantu anda mencapai tujuan keuangan dimasa
datang (Gozali, 2002 :)
b. Pelaksanaan keuangan berdasarkan permendagri Nomor 114 Tahun 2014
adalah implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja
desa termasuk dalam pelaksanaannya adalah proses pengadaan barang dan
jasa.
c. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis
dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu
sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat diperoleh.
Proses ini merupakan upaya pencatatan seluruh transaksi keuangan yang
terjadi dalam satu tahun anggaran.
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d. Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan
hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai
bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang
diberikan. Laopran merupakan suatu bentuk penyajian data informasi
mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya
suatu tanggung jawab yang ditugaskan.
e. Pertanggung jawaban adalah suatu agenda yang dilakukan setiap akhir tahun
anggaran yang disampaikan kepada bupati/wali kota. Oleh karena itu
pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan
terkait pengelolaan keuangan desa
2. Keuangan Desa
Menurut Widjaja dalam buku Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa,
keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh
pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan pelaksana, kepala desa
berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan
perencanaan.(Widjaja, 2002 : 121)
Hal ini Widjaja juga mendefinisikan dalam Buku Otonomi Desa,
keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. desa memiliki posisi yang
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sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah (Widjaja, 2005 : 133) sedangkan Menurut
Hanif Nurcholis keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut (Hanif Nurcholis, 2011 : 81)
Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN,
penyelangaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa
didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah
daerah. penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh
pemerintah  desa didanai dari APBD, sedangkan penyelengaraan urusan
pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APBN.
Menurut undang- undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dalam
pasal 1 ayat 10 menjelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai dengan uang serta sengala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Dana Desa
Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah
dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
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belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sri Mulyani selaku
Mentri  Keuangan Republik Indonesia bahwa dana desa adalah dana APBN
yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota
dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)
ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer  Daerah secara bertahap. Dana
desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan




4. Tingkat kesulitan geografis
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal tujuan  diberikannya
Dana Desa kepada pemerintah desa adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
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3. Memajukan perek\onomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan  wujud pengakuan
negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu pemberian Dana
desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan
masyarakat dan pemerataan pembangunan serta komitmen pemerinta untuk
secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal,
sekaligus wujud dari implementasi nawacita, khususnya cita ketiga,yaitu
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan
daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Untuk itu setiap rupiah sari Dana Desa
tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang
produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang
berkelanjutan.
E. Peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebuah payung
hukum yang lebih akurat dibandingkan pengaturan desa didalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah  maupun Undang-
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Undang  No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang dibuat khusus
untuk desa yang kehadiranya telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa
tidak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun dalam mewujudkan pemerataan
pembagunan wilayah desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam undang-
undang no 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan negara kesatuan repoblik Indonesia (Huda, 2015 :
206)
Penetapan Undang0-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh
pemerintah nasional pada dasarnya ditujukan untuk desa dengan harapan dapat
membawa paradigma baru dalam pembangunan dan mampu mengubah cara
pandang pembangunan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak
selamanya berada di wilayah perkotaan namun juga dapat dilakukan diwilayah
pedesaan. Tujuan ditetapkannya peraturan desa dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana ditegaskan dalam peraturan desa
(Nurul Huda, 2015 : 207)
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Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh kepalah desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan usaha
permusyawaratan desa. Tujuan ditetapkannya peraturan desa dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana ditegaskan dalam
pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar
Nagara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu:
a. Memberikan pengkuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem
ketatanegaraan repiublik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia.
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk
pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.
e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efesien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab.
f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
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g. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan
masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian
dari ketahanan nasional.
h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional.
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Sedangkan asas pengaturan desa yang terkandung dalam undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:
1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Subsidiaritas, yaitu penepatan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat
desa.
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem
nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama
dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat
desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
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5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk
membangun desa
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai
bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak
yang berkepentingan.
8. Demokrasi,yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu
sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan
persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin.
F. Sumber Pendapatan Desa
Menurut Hanif Nurcholis (2011: 85) sumber pendapatan desa terdiri
dari :
1. Pendapatan asli desa (PADesa) yang berasal dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi,hasil gotong royong dan
lain-lain.
2. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah
kepada desa,yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta
dana dari perimbangan keuangan pusat.
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3. Bantuan keuangan dari pemerintah,pemeritah profinsi,pemerintah
kabupaten atau kota,dan desa lainnya.
4. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
Sedangkan menurut H.A.W Widjaja (2002 : 31) sumber pendapatan desa
terdiri dari:
a. Sumber pendapatan desa meliputi:
1. Pendapatan asli desa: hasil usaha desa,hasil kekayaan desa, hasil
swadaya dan partisipasi, dan laoin-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi: bagian perolehqn pajak dan
retribusi daerah,bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
3. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi
4. Sumbangan dari pihak ketiga
5. Pinjaman desa.
b. Pemilikan dan pengelolaan
1. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelolah oleh desa tidak
dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
dilakukan antara lain dengan pendirian badan usaha milik desa,
bekerjasama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman.
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Sumber pendapatan daerah yang berada diatas desa baik pajak  maupun
retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan
adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber
desa harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian
secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.
2. Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi
penyusunan anggaran pelaksanaan tatausaha keuangan dan perubahan
serta perhitungan anggaran.
Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa
sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa yang meliputi:
a. Hasil usaha,hasil asset,swadaya dan partisipasi,gotong royong, dan lain-
lain pendapatan asli desa.
b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
d. Alokasi dan desa (ADD)  yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota.
e. Bantuan kuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
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f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Berdasarkan referensi yang telah dikemukakan, baik pendapat dari  Nur
Choliks, HAW Widjaja maupun penjelasan undang-undang nomor 6 tahun
2014  tentang desa, memiliki kesamaan meskipun dengan penjelsan yang agak
berbeda. Namun hal tersebut memberikan gambaran bahwa sumber utama
keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PADes), bagi hasil pajak dan
retribusi daerah, dana perimbangan, dana desa dan sumbangan pihak ketiga.
Dengan demikian keuangan desa memiliki sumber yang jelas. Namun poin
dalam proposal penelitan ini difokuskan pada pengelolaan keuangan desa. Yang
dimaksud sumber pendapatan asli desa adalah segenap penerimaan desa yang
sah yang dapat dinilai dengan uang (H.A.W Widjaja,2002 : 69). Jadi,
pendapatan asli desa adalah segala jenis penerimaan desa, baik dari pemerintah,
swasta,badan usaha desa maupun pungutan desa.
G. Perspektif Ekonomi Islam
Islam memiliki pandangan tentag bagaimana mengorganisir sistem
politik, dan ekonomi yang didasarkan pada serangkaian proposisi ontologism
dan epistemology yang berkaitan dengan individu dan kolektivitas.
Menurut Zamir Iqbal (2008: 20) sistem ekonomi sebagai kumpulan
institusi yang disusun oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya,
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produksi, dan pertukaran barang dan jasa, serta retribusi pemasukan dan
kekayaan yang dihasilkan. Dalam makna paling umum, institusi memerlukan
pertama-tama, eksistensi rangkaian peraturan normal dan informal, dan yang
kedua, sistem dan prosedur guna menegakkan peraturan-peraturan tersebut,
yang didesain untuk mencapai serangkaian tujuan. Karena itu tingkat efektifitas
aturan dan penegakannya akan ditentukan oleh tingkat kesamaan antara tujuan
institusi dan pilihan yag dibuat individu oleh tingkat kesamaan antara tujuan
institusi dan pilihan yang dibuat individu dalam setting individual tersebut.
Sebagaimana yang difinisikan oleh Douglas North dalam bukunya
Zamir Iqbal institusi  adalah sebagai aturan dan norma, Islam menghadirkan
sistem ekonomi yang berbeda dalam banyak hal berbagai sistem ekonomi lain.
Menurut Muhammad Manajemen keuangan Syariah adalah pengaturan
kegiatan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Muhammad juga mengungkapkan bahwa keuangan syariah bisa diartikan
sebagai manajemen terhadap fungsi –fungsi keuangan dengan bingkai syar’iah
Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Kegiatan dalam
manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis
keuangan, pelaksanaan  dan pengendalian keuangan (Muhammad, 2016 : 2)
Manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan aktivitas yang
menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut
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berdasarkan perencanaan,analisis dan pengendalian sesuaidengan prinsip-
prinsip manajemen yang mengatur dalam memperoleh dan mengalokasikan
dana tersebut harus mempertimbangkan efesiensi (daya guna) dan efektivitas
hasil guna (Najamuddin, 2011: 39)
Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-
fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.
Adapun yang menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan Syariah Ala




Berbicara tentang prinsip manajemen keuangan dalam ekonomi Islam,
An-Nabhani Taqyuddin mengatakan bahwa manajemen keuangan dalam
ekonomi Islam sesungguhnya tidak lepas dari hukum-hukum syara’ yang
mengaturnya, dimana Islam memiliki hukum-hukum untuk menyelesaikan
masalah agar manusia bisa memanfaatkan yang ada, dan inilah yang
sesungguhnya menurut pandangan Islam, dianggap sebagai prinsip ekonomi
bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekoomi, Islam hanya
membahas bagaimana cara memperoleh kekayaan masalah mengelolah
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kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan
tersebut di tengah-tengah mereka.  Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang
menyangkut masalah ekonomi dibangun atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan
(property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah
manusia (An-nabhani Taqiyuddin, 1996 :50)
1. Kepemilikan (Property)
Menurut An-Nabhani Taqyuddin (1996: 50) Kepemilikan (property),
dari segi kepemilikan itu sendiri, sebenarnya merupakan milik Allah, dimana
Allah swt adalah pemilik kepemilikan tersebut, di satu sisi. Serta Allah sebagai
Dzat yang telah dinyatakan sebagai pemilik kekayaan. Dalam hal ini Allah swt
berfirman pada (QS. An-Nur:33)
       
Terjemahannya:
“… dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu…”
Hal ini senada yang dikatakan oleh Zamir Iqbal dalam bukunya,  prinsip
dasar pertama kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa hanya Allah sajalah
pemilik sesungguhnya dari semua kepemilikan. Agar manusia dapat secara
materil melaksanakan tugas dan kewajibannya, dia diberi hak memiliki. Karena
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itu, prinsip kepemilikan kedua membentuk hak kolektivitas terhadap sumber
daya yang dimiliki seseorang.
2. Pengolahan kepemilikan  yang berhubungan dengan kepemilikan umum
Pengolahan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum
(collective property) itu adalah hak Negara. Karena Negara adalah wakil
ummat, hanya masalahnya, As-Syari’ telah melarang Negara untuk mengelolah
kepemilikan umum (collective property) tersebut dengan cara barter
(mubadalah) atau dikapling untuk orang tertentu. Sementara mengelolah
dengan selain kedua cara tersebut, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum
yang telah dijelaskan oleh syara’ tetap dibolehkan. Adapun mengelolah yang
berhubungan dengan kepemilikan negara (state property) dan kepemilikan
individu (private Property).
Dari  uraian tersebut pada dasarnya prinsip manajemen keuangan dalam
ekonomi Islam ini sesungguhnya sangat berdekatan dengan sistem keungan
syariah berawal dengan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam. Menurut
Muhammad ayub (2007 : 6-10) Pengembangan konsep manajemen ekonomi
dalam Islam sesungguhnya tidak lepas dari sejarah yang sangat panjang,
dimana dalam rentetan sejarah dimulai pada tahun 1970-an dengan berbicara
isu-isu ekonomi makro. Pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah para
ekonomi dan juga para ahli fikih mereka yakin bahwa konsep ekonomi Islam
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harus didukung oleh sistem yang lebih bersifat praktis yang sistem keuangan
syariah dengan mencari suatu sistem yang dapat menghindari riba bagi orang
muslim.
Sebenarnya sistem praktis manajemen keuangan dalam Islam ini telah
dilakukan sejak zaman kejayaan Islam. Namun seiring dengan melemahnya
sistem khalifa, pada akhir abad ke- 19, dinasti otonom memperkenalkan sistem
perbankan barat kepada dunia islam. Hal ini mendapatkan criteria dari ahli fiqih
bahwa aturan tersebut menyalahi aturan tersebut mengenai riba, dan berujung
pada kekhalifahan islam, perkembangan selanjutnya pada akhir 1970-an
mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syari’ah, kemudian berkembag
pesat dan saat ini telah banyak Negara telah melakukan kegiatan perdagangan
dan bisnis.
Menurut Taqyudin An-Nabhani (1996 :50) Secara filosofi
sesungguhnya prinsip manajemen keungan dalam ekonomi Islam adalah “bebas
bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan
perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional,
melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur, etika, moral, social dan
dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju
masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.
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Ekonomi Islam,dimana keuangan Islam merupakan bagian yang penting
darinya, yang didasarkan pada beberapa larangan dan anjuran, dilarangnya riba
dan dibolehkannya untuk berdagang seperti yang terdapat dalam QS. Al-baqara
ayat 275
               
                    
                         
               
Terjemahannya:
“orang- orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang
siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka apa yang
telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Barangsiapa megulangi,maka mereka itu penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya”(Kementrian Agama, Alqur’an dan
Tajwid. 2014 :47
Struktur keuangan Islam berkisar pada larangan atas penghasilan
apapun yang berasal dari pinjaman atau hutang dan legalitas laba. Riba yang
secara umum kita kenal disini yaitu sebagai bunga, bunga adalah tambahan
yang diambil sebagai premi dari debitur. Dalam hal ini sistem manajemen
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keuangan dalam Islam telah mengharamkannya, karena pengembalian tersebut
berdasarkan transaksi yang melibatkan pertukarang uang dengan uang, atau
sebagai tambahan , Karena adanya leterlambatan pembayaran, atas harga yang
disepakati dari jual beli utang.
Dalam konsep keuangan Islam, pinjaman hanya dianggap sebagai
transaksi moneter atau financial, dimana uang hanya berpindah tangan dengan
jaminan pembayaran kembali tanpa adanya imbalan dari kreditur. Hal ini tidak
bisa dianggap sebagai investasi, karena didalam konteks Islami investasi bukan
hanya sekedar transaksi financial atau moneter saja. Tetapi investasi akan





Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi yang
mengkaji Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun
2014 Suatu Tinjauan Ekonomi Islam.Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk
memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan atau dapat
dikatakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan
instrument kunci (Sugiyono,2005).
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan disebut dengan lokasi
penelitian. Peneliti memilih lokasi Penelitian ini di Kantor Pemerintah Desa
Gareccing,Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan
pada tahun 2018 selama 1 (satu) bulan, dimulai sejak terbitnya Surat Keputusan (SK)
penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan surat izin
penelitian dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sinjai.
Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Gareccing merupakan
salah satu desa yang ada di Indonesia yang harus memiliki implementasi pengelolaan
keuangan desa yang sesuai dengan aturan UU No 6 Tahun 2014 dan pengelolaan
keuangan desa juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah.
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C. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif
yakni peneliti lebih menekankan pada aspek dan makna tindakan secara menyeluruh
dimana suasana,waktu dan tempat yang berkaitan itu menjadi faktor penting yang
harus diperhatikan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
dapat menghasilkan data deskriptif berupa data dokumentasi, kepustakaan, kata-kata
tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orangyang diamati. Hal tersebut sesuai
dengan pendapat Sugiyono (2012; 15) yang mengemukakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah. Dimana dalam penelitian, peneliti diposisikan sebagai instrument kunci,
pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purporsif teknik pengumpulan
dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif dan triangulasi.Triangulasi adalah
sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari
sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema
secara koheren.John w. creswell (2017: 269)
D. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori
yaitu data primer dan data sekunder (Umar, 2014 : 42)
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian
kuesioner  yang biasa dilalukan oleh peneliti (Umar, 2014 : 42). Data primer dapat
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berupa kata-kata dan tindakan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan
dengan fokus penelitian  dan merupakan hasil pengamatan peneliti sendiri selama
berada dilokasi penelitian. Data-data primer ini digunakan untuk analisis data.
b. Data Sekunder
Umar (2014 : 42) mengatakan bahwa Data sekunder merupakan data primer
yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer
atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram, data
sekunder ini menggunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut sedangkam
menurut Lofland dalam Moleong (2011;157) sumber utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain.
E. Metode Pengumpulan Data
Sugiyono (2012: 308) berpendapat bahwa metode pengumpulan data
merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi atau
data yang sesuai dengan fokus penelitian maka metode pengumpulan data yang
digunakan yaitu:
1. Observasi
Pertama-tama peneliti lakukan adalahmengumpulkan data melalui
pengamatan (observasi). Objek yang akan diamati adalah informan atau responden
dalam kegiatan sehari-hari di kantor Desa Gareccing, Kec Sinjai Selatan, Kabupaten
Sinjai.
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Menurut Nasution, dalam bukunya Sugiyono (2012: 226) menyatakan bahwa
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmua hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi. Sedangkan Sanafia Faisal dalam bukunya Sugiono (2012 :226)
mengklarisifikasi observasi menjadi observasi partisipasi (participant observation) .
observasi secara terang – terangan dan tersamar, serta observasi yang tidak terstuktur.
Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan
teknik observasi berpartisipasi (participant observation) yang dilakukan terhadap
objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti melihat, turun
langsung dan terlibat dalam objek yang ditelitinya. Adapun fakta atau fenomena yang
akan diobservasi langsung oleh peneliti adalah terkait dengan Implementasi
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Suatu
Tinjauan Ekonomi Islam
2. Wawancara
Setelah melakukan observasi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti
adalah wawancara atau interview.Wawancara ini dilakukan terhadap orang-orang
yang mengetahui persis permasalahan yang akan diteliti sehingga tidak cenderung
menyampaikan informasi kemasannya sendiri. Data yang diperoleh dengan metode
wawancara  adalah data yang terkait dengan Implementasi Pengelolaan Keuangan
Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Suatu Tinjauan Ekonomi Islam.
Esteberg dalam bukunya Sugiono (2012 : 231) mengatakan bahwa
wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide
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melalui tanya jawab sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Sedangkan Lingkoln dan Guba dalam jurnal Tresina (2013 : 98)
menyebutkan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam
pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia yaitu hal-hal
yang tidak dapat kita ketahui observasi.
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan kepala Desa Gareccing,
sekertaris desa, pihak-pihak perangkat desa dan pihak-pihak pendukung yang relevan
dengan konteks penelitian yang sekiranya dapat memberikan data informasi.Dalam
melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang
dilakukan dengan isu-isu yang telah disiapkan dan dalam prosesnya bersifat tidak
bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistemasi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk penyedian
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-
sumber informasi khusus dari karangan akurat tulisan, wasiat, buku, undang-undang,
dan sebagainya.
F. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk
memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang
dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Pada penelitian ini, alat yang
digunakan berupa Alat tulis, alat perekam (handpone),daftar pertanyaan, dan camera.
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G. Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model
analisis interaktif dengan metodes trianggulasi yang dikembangkan oleh  Miles dan
Huberman seperti yang dikutip dalam Sugiyono (2013: 405)
Adapun metode tersebut adalah :
1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (sugiyono, 2013 :
405 ). Hasil penelitian lapangan sebagai bahan mentah dirangkum dan
direduksi.Reduksi adalah pemilahan data hasil penelitian di lapangan untuk
menentukan data mana yang tidak sesuai.Hasil penelitian yang telah direduksi
kemudian masing-masing disusun secara tersendiri supaya lebih sistematis untuk
mempermudah penelitian dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila
diperlukan.
2. Sajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti
adalah menyajikan data. Menurut (Miles, 1992 : 17) mengatakan bahwa Sajian data
adalah kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini membantu peneliti untuk
melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil penelitian.
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3. Kesimpulan
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, diteliti kemudian peneliti mencari
makna hasil penelitian.Peneliti mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering
timbul dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti yang dapat menarik
kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan  pada reduksi data dan
sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Sejarah Singkat Desa Gareccing
Desa Gareccing adalah sebuah desa di bagian selatan Kabupaten Sinjai yang
memiliki tiga Dusun yakni Dusun Tanah Tenggah, Dusun Bulujampi dan Dusun Lita-
litae berbatasan lansung dengan Kelurahan Sanggiaseri, Desa Alenangka dan Desa
Talle Kecamatan Sinjai Selatan dengan mata pencaharian sebagai petani. Pada tahun
2002 Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dari dua lingkungan Lappacilama dan Lita-
litae membentuk Panitia Sembilan yang diketuai oleh Muh. Amsul Sultan A.
Mappasara dan mengajukan langsung Permohonan pemekaran dari Kelurahan Bikeru
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai menjadi Desa kepada Pemerintah
Kabupaten Sinjai. Hal tersebut mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten, maka
pada awal tahun 2003 pemerintah membentuk panitia Desa Persiapan dan menunjuk
A.Asis pegawai negeri sipil dari unsur pemerintahan di kecamatan menjadi pelaksana
tugas harian, sampai tahun 2004 terbentuk desa devinitive. Desa Gareccing
merupakan desa hasil pemekaran dari kelurahan Bikeru yang pada waktu itu terdiri
dari tiga Lingkungan yakni Lappacilama, Joalampe dan Lita-litae.
Lingkungan lita-litae dan separuh dari lingkungan Lappacilama bergabung
menjadi satu desa yang dikenal dengan nama Desa Gareccing sedang Joalampe
menjadi Desa Alenangka. Nama Desa Gareccing dipilih karena untuk
mengembalikan jati diri sebagai wilayah otonom (Tanah Akkaruneng Gareccing)
dimasa kejayaan Kerajaan Gowa, Bone, Luwu sampai masa penjajahan Kolonial
Belanda (VOC) bahkan sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945.
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Pada masa pemerintahan Arung Safe dan Arung Barokeng Tanah Akkaruneng
Gareccing yang memiliki wilayah cukup luas bagian utara sampai di Ajuara
ritanengnge (Kaherrang Desa Bulukamase), bagian Barat berbatasan dengan tanah
Akkaruneng Songing, bagian selatan berbatasan dengan tanah Akkaruneng Siri dan
Nangka (alenangka) dan bagian timur berbatasan dengan Tanah Akkaruneng
Kalamisu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Tanah Akkaruneng Gareccing
dilebur kedalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang dibawahi
pemerintahan daerah Kabupaten, Kecamatan dan kelurahan sampai tahun 1993.
Kelurahan Sanggiaseri yang menjadi kelurahan Bikeru pada tahun 2002. Dari
perjalanan menjadi wilayah kelurahan yang dekat dengan jantung kota Kecamatan
tidak memiliki perubahan berarti bahkan hampir sama dengan wilayah terpencil. Dari
sinilah lahir keinginan mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih
efektif, dan lebih efisien untuk membangun Gareccing. Maka, dengan melewati
berbagai hal/ proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
dimulai penentuan nama Desa. Pembagian wilayah, pembagian kekayaan Desa.
Akhirnya pada bulan juni tahun 2003 Gareccing resmi menjadi Desa Definitive
dengan mengangkat Muh. Arsyad sebagai kepela Desa berdasarkan hasil pemilihan
kepala Desa periode 2004 – 2010. Pada pemilihan kepala Desa periode 2010- 2016
Irwan Parenrengi terpilih dan ditetapkan menjadi kepala Desa dan selanjutnya pada
masa transisi pemerintahan, pemerintah Kabupaten Sinjai mengangkat kembali A.
Abd. Asis menjadi pelaksana tugas sampai tahun 2017 dan pemilihan untuk periode
2017 – 2022 Irwan Parenrengi kembali dilantik untuk menjadi kepala Desa. Desa
Gareccing terletak dengan jarak 25 KM dari ibu kota Kabupaten Sinjai dan 200 KM
dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.
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Desa gareccing yang berbukit dan bertangga-tangga berada pada ketinggian
375M diatas permukaan laut (DPL) dengan luas wilayah Desa Gareccing
5.427,400m² mempunyai suhu kisaran 28℃ – 32℃.
2. Kondisi Demografis Desa Gareccing
Penduduk merupakan faktor utama penggerak pembangunan, dengan
demikian, potensi penduduk merupakan modal dasar dalam proses pembangunan jika
segenap potensinya dimanfaatkan dengan baik, tentunya dimaksudkan untuk
mencapai cita-cita pembangunan desa.
a. Jenis Kelamin
Berdasarkan data demografi yang diperoleh jumlah penduduk Desa Gareccing
pada bulan Juli tahun 2018 jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.203 orang sedangkan
yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.193 jadi total jumlah penduduk Desa
Gareccing adalah 2. 396 jiwa.
b. Agama dan Suku
Penduduk Desa Garecccing yang berjumlah 2.396 orang dengan seluruh
penduduknya memeluk agama Islam. Kehidupan beragama masih cukup kental
dengan ciri khas budaya dan tradisi daerahnya. Ini terlihat dari kegiatan keagamaan di
mesjid yang terjadi di Desa Gareccing.  Penduduk Desa Gareccing berasal dari suku
bugis.
c. Sarana dan Prasarana
1) Pemerintahan
Desa gareccing memiliki 1 (satu) buah kantor desa, dikantor desa dilengkapi
dengan sebuah ruangan serba guna yang biasa digunakan warga untuk melakukan
rapat dan acara-acara seminar maupun penyuluhan. Di kantor desa Gareccing
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memiliki  ruang Kepala Desa, ruang kerja seluruh aparat Desa serta dilengkapi
dengan sebuah  kamar mandi.
2) Ibadah
Untuk sarana ibadah di Desa Gareccing terdapat 6 buah mesjid. Di setiap
dusun terdapat 2 mesjid yang terletak di dusun Lita-litae, dusun Bulujampi dan di
dusun Tanatengga.
3) Pendidikan
Di Desa Gareccing terdapat 1 (satu) buah Sekolah Dasar (SD), satu buah
Yayasan Pondok Pesantren yang setara dengan Sekolah Madrasa Tsanawiah (MTS)
yang terletak di dusun Bulujampi, 1 taman kanak-kanak, dan 2 Paud.
3. Kondisi Geografis Desa Gareccing
Desa Gareccing merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sinjai
Selatan, Kabupaten Sinjai. Jarak dari ibu kota Kecamatan kurang lebih 1,5 km,
sedangkan jarak dari Ibu Kota Kabupaten kurang lebih 23 km, dapat ditempuh
dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat dengan waktu maksimal 1 jam.
Desa ini terdiri dari tiga Dusun, tiga RW, sebelas RT, Desa ini mempunyai
batas-batas yaitu:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Talle.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Sanggiaseri
c. Sebelah timur berbatasan dengan  Desa Alenangka
Transportasi di Desa ini lancar karena di tunjang oleh sarana dan prasarana
yang memadai, jalan darat di daerah ini rata-rata sudah beraspal.
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4. Struktur Organisasi Desa Gareccing
Struktur organisasi ialah salah satu sarana yang digunakan untuk manajemen
agar tercapainya tujuan yang akan di capai. Karena sasaran diturunkan dari strategi
organisasi secara kesuluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terikat erat.
Tepatnya struktur harus mengikuti strategi.
Masyarakat Desa Gareccing dalam kesehariannya dikendalikan oleh sebuah
lembaga, yaitu pemerintahan desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dan
dibantu oleh seorang Sekertaris Desa, dan 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala
Seksi, 3 (tiga) Kepala Dusun, serta 3 (tiga) Rukun warga dan 10 (sepuluh) Rukun
Tetangga. Dalam membuat dan menentukan kebijakan di Desa, dibantu dan diawasi
oleh badan permusyawaratan desa (BPD) yang beranggotakan 11 (Sebelas orang).
Berdasarkan peraturan pemerintah no 47 tahun 2015, Permendagri no 83
tahun 2015 dan peraturan bupati no 30 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata
kerja pemerintah Desa. Organisasi pemerintah desa gareccing terdiri dari:
a. Kepala Desa : Irwan Parenrengi
b. Sekertaris Desa : Fahri S.E
c. Pelaksana Teknis, Meliputi
1. Kasi Pemerintahan : Ambo Tang S.Sos
2. Kasi kesejahteraan rakyat : A. Mappegau S.T
3. Kasi pelayanan : Sumiati A.Ma
d. Pelaksana urusan administrasi pemerintah Desa, meliputi
1. Kaur Tata Usaha dan Umum : Asran, Nirwana S.Pd
2. Kaur Keuangan : Kasmawati S. Pd
3. Kaur Perencanaan : Hasdawati
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e. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun
1. Kepala Dusun Lita-litae : Aswandi S.Pd
2. Kepala Dusun Bulujampi : Fadli S. Sos





























KADUS LITA - LITAE
ISWANDI, S.Pd
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5. Visi & Misi Desa Gareccing
a.Visi
Visi merupakan suatu pandangan jauh  atau gambaran yang  akan di capai di
masa depan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa yang ada. Penyusunan Visi
desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Hal ini pemerintah melakukan pertimbangan
kondisi eksternal di desa misalnya pemerintah melakukan rapat satuan kerja wilayah
pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi kepala desa
Gareccing yang sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2017 –
2022.
Adapun Visi Kepala Desa Gareccing adalah Mewujudkan pemerintah yang
baik, pembangunan yang berkarakter, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan pancasila dan
undang-undang 1945
b. Misi
Adapun misi kepala Desa Gareccing sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah desa yang desentralisasi,
responsiveness, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif berdasarkan
demokratisasi, dan pemberdayaan
2. Menciptakan sinergi antar Perangkat desa dalam melakukan tugas dan
fungsinya.
3. Pembangunan berbasis pada ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Desa.
4. Pengelolaan sumber daya atas dasar transparan, akuntabilitas, partisipasi atau
peran serta masyarakat.
5. Pembinaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja BPD desa Gareccing
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6. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Gareccing sebagian besar masih
bergantung pada sektor pertanian, 98% merupakan petani. Meskipun ada juga
yang merupakan pegawai negeri/swasta, namun kebanyakan dari para pegawai
tersebut juga bekerja sebagai petani. Secara keseluruhan kondisi ekonomi
masyarakat di Desa Gareccing cukup makmur dikarenakan kualitas sawah yang
dihasilkan juga bagus. Hal ini dapat didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup
luas.
Tabel 4.1
Sektor Tanaman Pangan Desa Gareccing
No Status Jumlah Orang
1. Pemilik Tanah Sawa 422
2 Pemilik Tanah Telaga / Labin 314
3 Penyakap 97
4 Buruh Tani 55
Jumlah 888
Sumber: Data Profil Desa Gareccing Tahun 2018
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyoritas masyarakat desa
Gareccing adalah petani. Dengan demikian mata pencaharian masyarakat Desa
Gareccing sangat bergantung pada pertanian.
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B. Pembahasan dan Hasil Penelitian
Penelitian ini mulai terlaksana pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 29 Agustus. Lokasi penelitian implementasi pengelolaan keuangan desa
adalah di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Lokasi ini
menjadi salah satu pilihan oleh peneliti dengan pertimbangan karena tingkat
pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan pengelolah APBDS di desa gareccing
ini perlu ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya good governance. Berdasarkan
hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 7 orang informan , telah
diperoleh data-data yang akan disajikan sebagai berikut ini :
1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menurut UU N0 6 Tahun
2014
Implementasi pengelolaan keuangan dana desa menurut UU No 6 tahun 2014
tentang Desa telah diterapkan di Desa Gareccing sejak tahun 2016 hingga sekarang.
UU No 6 tahun 2014 tentang desa ini membutuhkan kesiapan yang matang dan
konprehensif pada saat diimplementasikan di desa terutama di Desa Gareccing yang
berkaitan dengan adanya beberapa kewenangan yang ditangani oleh perangkat desa
yang sebelumnya tidak ada. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah desa maupun
pemerintah daerah kabupaten yang sangat intens untuk mengantisipasi terjadinya
kesalahan administrasi yang dapat mengakibatkan perangkat desa harus berurusan
dengan masalah hukum.
Menurut (Nurcholis, 2011 : 83 ) Salah satu subtansi penting yang terdapat
dalam UU tentang Desa adalah pengaturan tentang keuangan desa. Sebagimana yang
tertulis dalam pasal 72 UU desa bahwa :
“Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari:
a) Pendapatan asli desa
b) Dana Desa
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c) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
d) Alokasi dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
e) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/Kota
f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
g) Lain-lain pendapatan desa yang sah
Anggaran dana desa ini adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten. Nurcholis mengatakan dalam sebuah buku bahwa di dalam
penjelasan pasal 72 dijelaskan bahwa besaran anggarana dana desa yang
diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana Transfer
Daerah secara bertahap. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan di
Desa.
Adapun Anggaran pendapatan dan belanja Desa di tahun 2017 di Desa
Gareccing, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.2
Anggaran Pendapatn Belanja Desa Tahun 2017 Desa Gareccing
No Uraian Anggran
1 Pendapatan asli desa -
Hasil usaha desa -
Hasil kekayaan desa -
Hasil swadaya dan partispasi masyarakat -
Lain-lain pendapatan yang sah 529.264,00
2 Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/Kota 23.587.477,00
3 Alokasi Dana Desa 894.885. 920
Dana Desa 797.499.044,00
4 Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, dan desa lainnya
-
5 Hibah -
6 Sumbangan pihak ke tiga -
Jumlah Pendapatan 1.716.537.611,00
(sumber : APBDS  Desa Gareccing 2017)
Anggaran tersebut di Alokasikan  berdasarkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan  Desa Gareccing. Sebagaimana yang di
ungkapkan oleh Bapak Irwan Parenrengi selaku Kepala Desa Gareccing, dalam
wawancara mengatakan bahwa:
“Di Desa kita ini bukan hanya dari Alokasi dana desa tapi ada juga namanya
dana desa yang bersumber  dari APBN. Dana itu di kirim secara langsung  di
rekening Desa Gareccing tanpa adanya perantara. Jumlah dana yang di terima
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tiap desa tergantung dari jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan  luas
wilayah” (Wawancara: 11 Agustus 2018)
Hal senada yang dikatakan oleh Andi Mappegau (kasi kesejahteraan
masyarakat) dalam wawancara bahwa:
“salah satu sumber dana desa gareccing adalah APBN yang saat ini biasa kita
sebut dana desa. Dana desa ini di kirim ke rekening desa gareccing tanpa
rerantara. Kemudian sistem pencairannya adalah  untuk dana desa  dicairkan
sebanyak 3 kali, tahap pertama adalah 20% , tahap ke dua adalah 40% dan tahap
ke tiga adalah 40%. Dana desa ini digunakan untuk pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat desa gareccing ” (wawancara: 20 Agustus 2018)
Berdasarkan hasil wawancara bahwa sumber pendapatan desa gareccing
sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh Nurcholis dalam buku pertumbuhan &
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dalam UU No. 6 tahun 2014
dapat membantu desa gareccing baik dalam sistem pemerintahan, proses
pembangunan, maupun pengelolaan keuangan desa guna untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Karena aparat desa Gareccing mendapat tantangan dalam
pengelolaan keuangan yaitu aparat desa dituntut untuk mengelola keuangan harus
akuntabilitas dan transparansi.
Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Fahri (sekertaris desa gareccing)
dalam wawancara:
“UU No 6 Tahun 2014 meberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan
desa gareccing baik pembangunan desa, maupun pengelolaan keuangan desa.
Undang-undang ini sangat membantu aparat desa dalam menjalankan
tugasnya masing-masing” (wawancara: Gareccing 9 Agustus 2018)
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Hal ini kembali di tegaskan kepada Andi Mappegau (kasi kesejahteraan
rakyat) dalam wawancara:
“UU No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan suatu rujukan atau pedoman
dalam sistem pemerintahan  di desa. Apabila pemerintah desa tidak
mengikuti pedoman yang ada maka sistem pemerintahannya dianggap ilegal
karena tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab tidak memiliki dasar
hukum yang kuat” (wawancara: Gareccing , 20 Agustus 2018)
Jadi UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa merupakan salah satu pedoman atau
rujukan yang di gunakan oleh pemerintah desa Gareccing dalam melaksanakan sistem
pemerintahan desa. UU No 6 tahun 2014 ini turunannya dalam PP No 43 kemudian
dirubah menjadi PP 47 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang
Desa, kemudian turunan PP itu tersendiri  adalah PP 114 tahun 2014  tentang sistem
pelaksanaan desa dan diatur lagi dengan peraturan mentri dalam negeri no 113
tentang pengelolaan keuangan desa.
Pengeloaan keuangan desa berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor
113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa
“pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan  desa yang dilaksanakan satu tahun anggaran.
Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Gareccing dilakukan berdasarkan
peraturan pemerintah dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa yang meliputi:
a. Perencanaan Keuangan Desa
Perencanaan keuangan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa Gareccing. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa,
pemerintah desa diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
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Dalam hal ini mengikutsertakan masyarakat atau unsur-unsur masyarakat dalam
perencanaan keuangan desa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Irwan
Parenrengi (kepala Desa Gareccing) dalam wawancara mengatakan bahwa :
“Membahas perencanaan keuangan desa di sini kita lakukan secara bersama-
sama, yakni BPD sebagai mitra pemerintah desa,  lembaga-lembaga pendukung
pemerintah desa dan yang terpenting ialah masyarakat Desa Gareccing itu sendiri,
dari sini titik start kita menetapkan keputusan. Misalnya  perencanaan keuangan
dalam pembangunan imfrastruktur berupa perbaikan jalan, hal ini masyarakat
yang mengusulkan kemudian tim pelaksana  menghitung berapa besaran anggaran
yang dibutuhkan, seperti ini  yang sering kita lakukan di Desa Gareccing ”
(wawancara: Gareccing, 11 Agustus 2018)
Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ilyas selaku ketua BPD Desa Gareccing dalam
wawancara mengatakan bahwa :
“Dalam rangka perencanaan keuangan desa terlebih dahulu kita adakan
musyawarah dengan aparat desa gareccing, setelah itu kita adakan musyawarah
bersama masyarakat desa gareccing dan kami memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya dalam pembangunan desa gareccing
yang akan datang” (Wawancara: Gareccing 10 Agustus 2018)
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa sangat penting
karena untuk menetukan skala prioritas pembangunan harus berdasarkan pada usulan
masyarakat. Penetapan skala prioritas juga berarti memperhitungkan rencana
penggunaan anggaran yang akan dipergunakan dalam pembangunan tersebut.
Perencanaan keuangan desa termasuk didalamnya menghitung belanja desa.
Sejalan dengan hal itu, berdasarkan pengamatan peneliti terhadap
Implementasi pegelolaan keuangan desa dalam perencanaan keuangan yang
berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dilakukan
melalui teknik proyeksi anggaran dengan menggunakan sistem pendataan kebutuhan
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desa sebagai acuan dalam membuat perencanaan keuangan dan menentukan besarnya
anggaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah desa dalam
satu tahun.
Menurut Nurcholis dalam buku pertumbuhan dan penyelenggaraan
pemerintahan desa mengatakan bahwa:
“Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam
satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan
peraturan desa” (Nurcholis, 2011 : 83).
Perencanaan ini dapat mendukung tata pemerintahan yang baik diantaranya
diukur dari proses penyususnan dan pertanggungjawaban APBDS. Memahami proses
dari seluruh tahapan pengelolaan APBDS (penyusunan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban) membeikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan
desa itu sendiri. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen
publik suda seharusnya di susun dan dikelolah berdasarkan prinsip transparan,
akuntabilitas dan partisipatif. Rakyat yang hakikatnya pemilik anggaran haruslah
diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah
untuk apa uang desa dianggarkan.  Dengan demikian harapan tentang anggaran yang
digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat
memberikan arti serta tata kelola bahwa kepemerintahan desa dijalankan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian, menyebutkan
tahapan perencanaan keungan di desa gareccing yakni dilakukan dengan cara
mengkalkulasi seluruh kegiatan yang dinilai dengan uang. Hal ini diungkapkan oleh
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Ibu Kasmawati (kaur keuangan Desa Gareccing) dalam wawancara mengatakan
bahwa :
“Pemerintah Desa Gareccing melakukan pendataan dan perhitungan
kebutuhan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran, menetapkan prioritas
pembiayaaan dan besaran pembiayaan berdasarkan pagu anggaran yang
diterima melalui pendapatan desa” (wawancara: Gareccing, 11 Agustus 2018)
Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan pemerintah Desa
Gareccing dilakukan melalui tahap pendataan seluruh aspek yang akan dibiayai
dalam satu tahun anggaran. Adapun aspek yang akan dibiayai oleh anggaran Desa
secara garis besar terdiri dari : operasional pemerintahan Desa, pembangunan
fisik/non fisik, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Oleh sebab itulah
pendataan dan perhitungan kebutuhan Desa harus dilakukan dengan cermat dan hal
ini merupakan tanggungjawab kepala seksi selaku pelaksana teknis kegiatan untuk
menyusun dan membuat draft perencanaan keuangan sacara rinci.
Memperhitungkan besaran biaya yang akan digunakan berdasarkan pagu
anggaran sehingga dalam penetapan anggaran desa tetap efisien. Meskipun besaran
anggaran pada setiap poin rencana yang akan dibiayai oleh anggaran desa tetapi
perhitungan ini sifatnya masih sementara karena penetapannya harus melalui
musyawarah desa yang akan dilaksanakan bersama BPD yang juga diahadiri oleh
unsur-unsur dari masyarakat Desa Gareccing.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui pengamatan, wawancara dan
dokumen mengenai perncanaan keuangan desa di Desa Gareccing maka dapat
disimpulkan bahwa perencanaan keuangan dilakukan secara bersama-sama dengan
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pemerintah desa gareccing, BPD serta masyarakat desa gareccing dan ditetapkan
dalam satu forum yang resmi dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa.
Dalam hal ini Kepala Desa sebagai kuasa pengelolah keuangan desa yang mewakili
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.
b. Pelaksanaan Keuangan Desa`
Pelaksanaan keuangan desa adalah segala bentuk kegiatan penerimaan dan
pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas desa sebagaimana yang dimuat dalam pasal 24 peraturan mentri
dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan
demikian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan keuangan desa
adalah bentuk-bentuk penerimaan dan pengeluarann desa yang dinilai dengan uang
yang masuk melalui rekening kas desa.
Artinya segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa harus dibuktikan
dengan alat bukti yang sah. Oleh sebab itu penerimaan desa dapat dibuktikan dengan
slip (resi) transfer yang diterima dari bank. Terkait dengan hal ini, Irwan Parenrengi
(Kepala Desa Gareccing) dalam wawancara mengatakan bahwa:
“penerimaan desa dalam bentuk uang, baik yang diperoleh dari pemerintah
dalam hal ini dana desa, alokasi dana desa, dilakukan pengadministrasian atau
pencatatan secara cermat oleh bendahara desa. Kalau tidak dilakukan
pencatatan secara cermat maka, ini berbahaya karena bisa saja menjadi
temuan inspektorat, jadi sebelum semua itu terjadi kita perlu mewujudkan tata
kelolah keuangan yang baik yaitu disiplin anggaran” (wawancara : Gareccing,
11 Agustus 2018).
Pencatatan keuangan desa baik yang diterimah dari pemerintah pusat dan
pemerintah kabupaten (DD/ ADD) dilakukan secara rinci karena pelaporan atau
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pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun anggaran. Hal ini pula dimaksud untuk
menghindari adanya kesalahan dan tidak tepat sasaran dalam penggunaan anggaran
desa. Ketertiban penerimaan dan pengeluaran anggaran di desa tergantung dari
kecamatan, kepala desa dan bendahara  desa sehingga perlu kebijaksanaan dari
pemerintah desa.
Selanjutnya mengenai pelaksanaan keuangan desa, ditanggapi oleh Ibu
kasmawati (kaur keungan desa gareccing)  dalam wawancara mengatakan bahwa :
“Dalam pelaksanaan keuangan desa saya mencatat pagu anggaran yang masuk
melalui rekening desa yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bagi
hasil pajak dari pemerintah kabupaten dan mencatat sisa  penggunaan
anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal pengelolaan anggaran, bendahara desa
menyiapkan buku kas pembantu penerimaan dan buku kas pembantu
pengeluaran” (wawancara: 11 Agustus 2018) .
Hal ini dibenarkan oleh Bapak Fahri  (Sekertaris Desa Gareccing) mengatakan
bahwa:
“ dalam pelaksanaan keuangan desa perlu adanya pencatatan baik uang yang
diterima maupun yang dikeluarkan,  tanpa adanya pencatatan keuangan maka
kita dianggap menyalahi aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan”
(wawancara: 9 Agustus 2018)
Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kegiatan pengadminstrasian desa
gareccing secara cermat yang dilakukan pemerintah Desa Gareccing.
Pengadministrasian anggaran yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bagi
hasil pajak dengan pemerintah daerah dan sisa penggunaan anggaran tahun
sebelumya  dicatat dalam buku kas pembantu penerimaan sedangkan buku kas
pembantu pengeluaran mencatat mengenai operasional pemerintah desa gareccing.
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Belanja barang dan jasa , belanja dalam bidang program pemberdayaan dan
pembinaan.
Selain dilakukan pencatatan secara cermat oleh bendahara desa, pelaksanaan
keuangan desa juga ditindak lanjuti dengan tim pelaksana teknis pengelola kegiatan
desa (TPTPKD) dan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). Hal ini sebagaimana
yang disampaikan oleh Bapak Andi Mappegau ( kasi kesejahteraan rakyat) dalam
wawancara mengatakan bahwa:
“pelaksanaan keuangan desa tidak dapat dilakukan oleh bendahara saja maka
dari itu setiap pemerintah desa membentuk TPTPKD dan tim PPHD, kedua
tim ini bertanggungjawab langsung kepada kepala desa selaku kuasa
pengelola keuangan” ( Wawancara : 20 Agustus 2018)
Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan keuangan desa dilakukan oleh
bendahara  desa dan kepala desa tetapi pengeluaran anggaran yang menyebabkan
adanya beban pada anggaran pendapatan belanja desa yang bertanggungjawab adalah
pelaksana teknis kegiatan. Hal ini senada dengan pasal 27 ayat 3 Peraturan Mentri
dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang
menyatakan bahwa “pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang dapat menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan yang ada di desa.
Pelaksanaan keuangan desa di Desa Gareccing berjalan sesuai dengan
mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah karena dilakukan oleh
setiap penanggungjawab pelaksanaan anggaran. Adapun tanggungjawab pelaksanaan
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anggaran desa adalah pelaksana teknis kegiatan. Namun yang melakukan pencatatan
adalah bendahara desa gareccing. Oleh sebab itu mekanisme Pelaksanaan Keuangan
Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan tahun 2016/2017 terlaksana dengan baik.
c. Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan keuangan desa, Pemerintah  desa harus memilih bendahara
desa yang memiliki sifat jujur dan disiplin. Penetapan bendahara desa ini harus
dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan
keputusan kepala desa (Nurcholis, 2011 : 87)
Bendahara adalah salah satu perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDS.
Salah satu tugas bendahara adalah penatausahaan keuangan desa.
Penatausahaan adalah suatu bentuk kegiatan melakukan pembukuan keuangan desa,
baik pemasukan maupun pengeluaran setiap bulan. Kegiatan penatasuaan keuangan
desa dilakukan oleh bendahara desa karena kegiata penatausahan keuangan desa
merupakan tanggungjawab bendahara seutuhnya. Ketekunan dan ketelitian menjadi
syarat utama. Ketentuan yang harus dipatuhi adalah tugas dan tanggung jawab
pengelolah, prosedur dan dokumen.
Berdasarkan tugas dan tanggung jawab bendahara dalam penatausahaan
keuangan desa diungkapkan oleh Ibu Kasmawati (kaur keuangan Desa Gareccing)
dalam wawancara mengatakan bahwa:
“semua bentuk penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan
berdasarkan teknik pembukuan keuangan desa yang telah ada, artinya tugas
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dan fungsi pokok dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada, jadi
saya memastikan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa gareccing
efektif dan disiplin” ( wawancara :  Gareccing, 11 Agustus 2018)
Penerimaan dan pengeluaran yang disiplin dan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab adalah dilaksanakan oleh bendahara desa. Apabila hal ini terpenuhi
maka dikatakan penatausahaan keuangan desa dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan prosedur atau aturan yang ada. Demikian juga dengan pencatatan keuangan
dalam buku kas pembantu penerimaan dan buku kas pembantu pengeluaran,
semuanya harus dilakukan bendahara. Selanjutnya bendahara wajib
mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban kepala desa paling
lambat sepuluh (10) bulan berikutnya.
Kegiatan penatausahaan keuangan desa bertujuan untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDS yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa dan bagi
hasil pajak (BHP) daerah yang kesemuanya diperuntukan untuk dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa dengan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan
penggunaannya. Untuk mencapai hal tersebut maka pencatatan keuangan harus
dilakukan secara rinci dan cermat oleh bendahara desa yang bertanggungjawab.
Demikian juga halnya dalam penatausahaan keuangan desa dalam hal pengeluaran.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penatausahaan
keuangan desa membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaannya.
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Artinya bahwa setiap pengeluaran maupun pemasukan dalam kas pemerintah desa
harus dibuktikan dengan tanda terima atau tanda penyetoran, inilah yang dimaksud
dengan faktur atau bukti fisik penerimaan atau penatausahaan keuangan desa.
Faktur atau bukti fisik penerimaan dan pengeluaran keuangan desa juga dapat
memberikan gambaran yang jelas dalam pengelolaan keuangan Desa Gareccing
selama ini berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah atau konsekwensi hukum
yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan desa dapat disebabkan karena kurang
kecermatan dalam admistrasi keuangan oleh sebab itu perlu dilakukan dengan cermat
dan teliti.
Selanjutnya menurut Ibu Kasmawati (bendahara desa gareccing)  menjelaskan
dalam wawancara mengenai prosedur yang dilakukan sebagai bendahara dalam hal
penerimaan dana sebagai berikut :
“pihak ketiga melakukan penyetoran langsung ke saya  berdasarkan prosedur
atau tata cara yang berlaku di Desa Gareccing, seperti : a. pihak ke
tiga/penyetor mengisi surat tanda setoran (STS)  atau tanda bukti lain, b.
bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda
bukti lainnya, c. bendahara desa mencatat semua penerimaan, d. bendahara
desa menyetor dana yang diterima ke rekening kas desa, bukti penyetoran dan
bukti slip penerimaan lainnya harus diarsipkan secara teratur berdasarkan
tanggal, dan bulan.”(wawancara : 11 Agustus 2018)
Adapun prosedur penerimaan melalui bank dan buku kas. Penyetoran melalui
bank oleh pihak ke tiga dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut:
a) Bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam rangka menyimpan uang dan
surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa.
b) Pihak ketiga/ penyetor mengisi STS sesuai ketentuan yang berlaku.
c) Dokumen yang digunakan bank seperti slip setoran.
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d) Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yang dilakukan
melalui bank kepada bendahara desa dengan melampirkan bukti penyetoran dari
bank yang sah.
e) Bendahara mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank di buku kas
umum dan buku pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/ slip setoran bank.
Sedangkan berdasarkan pengamatan mengenai penatausahaan keuangan desa
berdarkan Pemerintah Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 adalah pemerintah desa
menyediakan buku kas untuk penerimaan dan pengeluaran desa. Adapun buku kas
tersebut adalah:
a. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan
maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai)
b. Buku kas pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan
dan pengeluaran pajak (khususnya PPh dan PPn), dalam kaitannya bendahara
desa sebagai wajib pungut.
c. Buku bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi, bai penerimaan maupun
pengeluaran yang terkait sengan bank (penarikan, penyetoran).
d. Bukti transaksi, selain berupa buku bukti transaksi juga merupakan bagian dari
penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi bisa
dianggap tidak sah. Bukti transaksi merupakan salah satu dokumen pendukung
yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk
kebutuhan pencatatan keuangan.
Selanjutnya menurut bapak Fahri (sekertaris desa gareccing) menjelaskan
dalam wawancara mengenai status dokumen penatausahaan keuangan desa sebagai
berikut:
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“kedudukan berkas atau dokumen penatausahaan keuangan desa ini sangat
penting sehingga wajib hukumnya bagi seorang bendahara untuk
mengumpulkan semua faktur-fakturnya, seperti contoh buku ksd (umum,
pajak, dan bank). Bukti-bukti transaksi inilah dokumen resmi milik
pemerintah desa. Dokumen berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan
pemerikasaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam
proses hukum, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa” (wawancara: 9
Agustus 2018).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan dokumen
dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting karena merupakan sumber data
yang diperlukan dalam kegiatan audit keuangan desa maupun ketika terjadi dugaan
kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
d. Pelaporan Keuangan Desa
Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah laporan realisasi anggaran
yang dilakukan oleh kepala desa pada tiap triulan untuk alokasi dana desa (ADD) dan
pelaporan keuangan dana desa (DDS) yang bersumber dari APBN dilakukan dalam
dua tahap. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Irwan Parenrengi (kepala desa gareccing)
dalam wawancara mengatakan bahwa:
“Pelaporan keuangan desa wajib dilakukan,  untuk alokasi dana desa
dilakukan pada tiap akhir triwulan  karena laporan keuangan tiap triwulan
adalah acuan pencairan dana  triwulan kedua dan seterusnya.  Untuk laporan
realisasi dana yang bersumber dari APBN dilakukan dua tahap maka harus
dilakukan secepat mungkin berdasarkan jadwal pelaporan keuangan”
(wawancara: 11 Agustus 2018)
Pelaporan keuangan Desa Gareccing  kepada pemerintah daerah dilaksanakan
setiap triwulan sekali. Laporan tersebut memuat tentang realisasi anggaran belanja
desa. Belanja desa terdiri dari belanja barang dan jasa. Laporan keuangan desa harus
disampaikan kepala desa secara rutin karena menjadi acuan untuk pencairan anggaran
desa pada tahap berikutnya.  Hal ini sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014
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tentang pengelolaan keuangan desa, Pasal 37 Ayat 2 “ Laporan semester pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi  anggaran
pendapatan belanja desa (APBDS)”. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa,
laporan realisasi pelaksanaan APBDS sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a
disampaikan pling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
Laporan keuangan desa yang dilakukan Desa Gareccing disampaikan setiap
enam (6) bulan sekali dengan tepat waktu.  Sedangkan laporan keuangan yang tahap
ke dua sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 37 ayat 4 bahwa “laporan semester
akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b disampaikan paling lambat
pada akhir bulan januari tahun berikunya.  Hal ini ditegaskan oleh Ibu Kasmawati
(kaur Keuangan desa gareccing ) dalam wawancara mengatakan bahwa:
“peloporan keuangan desa dilakukan triwulan untuk Alokasi Dana Desa dan
dua tahap untuk dana desa sehingga dituntut aparatur desa memiliki
kemampuan dalam melakukan penyusunan laporan dibidangnya sacara detail
melalui dari proses pengadaan barang dan jasa sampai berita acara
pembayaran (Wawancara: Gareccing, 11 Agustus 2018)
Berdasarkan wawancara ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa
sangat penting sehingga dituntut seluruh aparat desa gareccing untuk menyusun
laporan dibidang masing-masing secara detail untuk mencapai dedline yang telah
ditentukan.
e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Laporan pertanggung jawaban keuangan desa dilaksanakan pada setiap akhir
tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pelaksanaan APD
yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban
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desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Hal ini merupakan bagian tak
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait
pertanggungjwaban keuangan desa gareccing yang dilakukan pada setiap akhir tahun
anggaran diungkapkan oleh Bapak Irwan Parenrengi (kepala desa gareccing) dalam
wawancara bahwa :
“ mengenai pengelolaan keuangan dan jalannya pemerintahan desa kan
pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan aturan yang ada, jadi ada
formatnya yang telah disiapkan dalam bentuk aplikasi, kita tinggal mengimput
datanya saja, dalam pengimputan data bendahara desa bekerjasama dengan
sekertaris desa untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
desa” (Wawancara: Gareccing, 11 Agustus 2018).
Sebagaimana dalam peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa , format laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan
pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan. Namun laporan
pertanggungjawaban ini disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten sehingga
dilakukan secara normatif. Pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan
belanja desa menuntut adanya pelaksanaan administrasi yang baik dan benar sehingga
aspek hukum dan aspek moral realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dapat
tercapai.
Selanjutnya diungkapkan oleh bapak Fahri (sekertaris desa gareccing) dalam
wawancara menambahkan bahwa:
“sejauh ini pertanggungjawaban kami di desa gareccing kepada pemerintah
daerah kabupaten sinjai belum ada masalah yang menyangkut pengelolaan
keuangan desa” (wawancara: 9 Agustus 2018)
Dengan demikian laporan pertanggungjawaaban keuangan desa gareccing
berjalan dengan baik. Hal ini terjadi sejak awal sebagaimana wawancara sebelumya
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dilakukan pengadministrasian dengan baik sehingga tidak ada satupun pengeluaran
atau pemasukan keuangan yang tidak dilakukan pencatatan.
Pada hakekatnya, pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan bukan hanya
kepada pemerintah daerah tetapi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
juga di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Terkait dengan pertanggungjawaban kepala desa gareccing terhadap
masyarakat di ungkapkan oleh Bapak Ilyas (Ketua BPD Desa Gareccing) dalam
wawancara mengatakan bahwa:
“pertanggjawaban keuangan desa yang dilakukan pemerintah Desa Gareccing
mengadakan rapat terbuka dengan mengundang seluruh  masyarakat, kepala
dusun, kepala rt/rw, imam dusun, tokoh masyarakat untuk ikut berpartispasi
dalam rapat pertanggungjawaban tersebut (Wawancara: 10 Agustus 2018)
Hal ini menunjukkan adanya partisipatif dan transparansi dalam pemerintahan
di Desa Gareccing. Pertanggungjawaban kepada masyarakat sejalan dengan prinsip
transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan cirri dasar tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), pertanggungjawaban kepada masyarakat
dapat disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal
strategis.
Terkait pertanggungjawaban keuangan desa gareccing kepada masyarakat di
benarkan oleh Bapak Fadli (kepala Dusun Bulujampi) dalam wawancara mengatakan
bahwa :
“ pertanggungjawaban keuangan Desa Gareccing diadakan rapat bersama
BPD dan masyarakat, saat itu setiap kepala dusun dibagikan soft kopy laporan
pertanggungjawaban desa, begitu juga dengan peserta rapat yang sempat hadir
waktu itu” (Wawancara: Gareccing  20 Agustus 2018)
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Dalam pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah Desa Gareccing turut
melibatkan masyarakat dalam laporan pertanggungjwaban keuagan desa untuk
memudahkan masyarakat mengetahui terkait kondisi keuangan desa dan realisasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan tujuan  mewujudkan tata
kelolah yang baik di desa.
Berdasarkan keterangan Bapak Fadli yang telah dihimpun dalam wawancara
ini menunjukkan bahwa pemerintah desa gareccing melakukan pertanggungjawaban
keuangan desa dengan dua arah, yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah
daerah, dan pertanggungjawan kepada masyarakat desa gareccing.
Pertanggungjawaban pemerintah desa terkait masalah pelaksanaan
pemerintahan, pengelolaan keuangan dan realisasi pembangunan adalah bentuk
pertanggungjawaban formal, yang mana hal ini menuntut pengadmistrasian secara
telaten dari pemerintah Desa Gareccing. Sedangkan pertanggungjawaban kepada
masyarakat adalah bentuk pertanggungjawaban semi formal, yakni
pertanggungjawaban yang bukan hanya bertumpu pada administrasi semata-mata
tetapi juga menuntut pertanggungjawaban moral yang berupa kinerja pemerintah desa
gareccing yang mana hal ini dapat dilakukan tidak dalam bentuk tertulis.
Kedua hal jenis pertanggungjawaban ini sifatnya penting karena dari pihak
pemerintah daerah melakukan laporan pertanggungjawaban tertulis secara rinci
sebagai bukti bahwa pelaksanaan pemerintahan di desa gareccing telah berjalan
sesuai dengan mekanisme yang ada. Pertanggungjawaban kepada pemerintah juga
sifatnya sangat penting karena pemerintah desa gareccing dapat membuktikan bahwa
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yang diberikan oleh masyarakat kepadanya dapat dipertanggungjawabkan melalui
kinerjanya, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat.
2.Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa gareccing
Desa yang di jalankan dengan prinsip Islami pada dasarnya memiliki tujuan
yang besar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk seluruh
masyarakatnya, memerangi ketidakadilan, oleh pemerintah maupun antar anggota
masyarakatnya, serta menjalankan pembangunan ekonomi yang ada di desa yang
berkelanjutan. Semua tujuan tersebut dijalankan dengan dilandasi keadilan (Nurul
huda Dkk, 2012: 73)
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa memiliki kekuasaan untuk
mengelolah anggaran dan belanja desa berdasarkan prinsip syariah baik dari sisi
pengeluaran maupun dari sisi penerimaan desa. Untuk sisi penerimaan, desa harus
mengumpulkan pendapatan desa dari jalan yang sesuai dengan syariat Islam
Adapun sumber pendapatan desa gareccing pada tahun 2017 adalah
pendapatan asli desa, alokasi dana desa, Dana desa, bagi hasil pajak dari daerah
kabupaten/kota dengan jumlah anggaran  secara keseluruhan sebesar
1.716.501.705,00. Anggaran ini dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, luas
wilayah, tingkat kemiskinan yang ada di desa. Dana desa ini di kirim ke rekening
desa gareccing tanpa melalui perantara sebgaimana yang di ugkapkan oleh bapak
Fahri (sekertaris Desa Gareccing) dalam wawancara mengatakan bahwa :
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“Di Desa kita ini mendapatkan dana dari bagi hasil pajak dari daerah, Alokasi
dana desa ,ada juga namanya dana desa yang bersumber  dari APBN. Dana itu
di kirim secara langsung  di rekening Desa Gareccing tanpa adanya perantara.
Jumlah dana yang di terima tiap desa tergantung dari jumlah penduduk,
tingkat kemiskinan, dan  luas wilayah” (Wawancara: 9 Agustus 2018)
Hal senada yang dikatakan oleh Andi Mappegau (kasi kesejahteraan
masyarakat) dalam wawancara bahwa:
“salah satu sumber dana desa gareccing adalahbagi hasil pajak dari
daerah/kabupaten,dari APBN yang saat ini biasa kita sebut dana desa dan
alokasi dana desa. Dana desa ini di kirim ke rekening desa gareccing tanpa
perantara. Kemudian sistem pencairannya adalah  untuk dana desa
dicairkan sebanyak 3 kali, tahap pertama adalah 20% , tahap ke dua adalah
40% dan tahap ke tiga adalah 40%. Dana desa ini digunakan untuk
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa gareccing ” (wawancara:
20 Agustus 2018)
Berdasarkan hasil wawancara ini dapat di ketahui bahwa desa gareccing
memiliki beberapa sumber dana, termasuk mendapatkan pendapatan dari bagi
hasil pajak dari kabupaten/kota. Hal ini terdapat pandangan dari Capra dalam
Islam and The Economic Challenge menyatakan bahwa:
Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber –sumber daya lewat pajak
di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada
prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena
karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteaan
kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain
agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilitasi
secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis, “Pada
hartamu ada kewajiban lain selain zakat” (Umar Chapra, 2002)
Artinya dalam pandangan Umar Capra kita dibolehkan untuk memungut
pajak dan tidak memberatkan terhadap masyarakat. Hal ini tidak bertentangan
dengan sumber pendapatan desa gareccing karena, pajak yang dipungut oleh
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masyarakat merupakan keputusan dari pemerintah daerah dan telah di sepakati
oleh masyarakat dan pajak ini tidak memberatkan masyarakat desa gareccing.
Adapun pengelolaan keuangan menurut pandangan Islam sebagimana
yang dikemukakan oleh Muhammad, Manajemen keuangan syariah adalah
pengaturan atau pengelolaan kegiatan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. Beliau juga mengungkapkan bahwa keuangan syariah bisa
diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi –fungsi keuangan dengan bingkai
syar’iah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan
(Muhammad, 2016 : 2).  Adapun mekanisme atau tahap dalam pengelolaan
keuangan meliputi  tahap perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan. Tahap ini dilakukan oleh seluruh
lembaga baik dalam perusahaan, maupun dalam pemerintahan.
Salah satu lembaga pemerintahan yang menerapkan tahap pengelolaan
keuangan ini adalah Pemerintah Desa Gareccing. Namun, pengelolaan keuangan
desa bisa dikatakan good governance (tata kelolah yang baik) apabila
pengelolaan keuangan tidak bertentangan dengan aturan atau pedoman yang ada,
baik dari peraturan undang-undang atau aturan yang bersumber dari al-qur’an
dan hadits. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-maida/5 :8
                     
                      
     
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Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Mushaf Maqamat, 2013 :108)
Menurut Koesnadi Hardjasoemantri dalam sebuah jurnal bahwa pengelolaan
keuangan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip –prinsip Islam, untuk
menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana investasi dan untuk menghindari
terjadinya korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Yang dimaksud
pengelolaan yang baik itu dapat menerapkan prinsip transparansi (terbuka),
Akuntabilitas (Bertanggungjawab), dan Partisipatif serta disiplin anggaran
sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Almaida.
Hal ini senada yang di kemukakan oleh Andi Mappegau (Kasi Kesejahteraan
Masyarakat) dalam wawancara mengatakan bahwa:
“Ya, diterapkan artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan pembahasan
anggaran itu harus di sampaikan melalui musyawarah Desa baik dalam
tahapan perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban. Semuanya dikelolah
dan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa. Dan pelaksanaanya
tercatat dan biasa kita katakan akuntabilitas tercatat dalam sebuah pembukuan,
kemudian partisipatif artinya melibatkan seluruh unsur masyarakat baik yang
termasuk kategori golongan miskin, golongan prasejahtera, dan golongan
sejahtera. Bahkan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga-
lembaga desa. Tertib dan disiplin anggaran itu kami laksanakan, sebab segala
bentuk pengeluaran harus berdasarkan rujukannya adalah APBDS. Segala
bentuk pengeluaran, segala bentuk tata kelolah berdasarkan APBDS  yang
diketahui oleh kordinator pengelolah keuangan desa yaitu sekertaris desa dan
disetujui oleh kepala desa selaku kuasa pengelola anggaran” (Wawancara : 20
Agustus 2018
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, membuktikan bahwa Desa Gareccing
telah menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik karena pemerintah Desa
Gareccing dapat terbuka kepada seluruh masyarakat dan pemerintah daerah
kabupaten. Artinya pemerintah desa gareccing telah terbuka atau jujur dalam
pengelolaan keuangan yang dapat dilihat dari sisi perencanaan pembangunan desa
dalam perhitungan anggaran satu tahun kedepan. Sebagaimana yang terdapat dalam
Q.S. Al-baqara Ayat 282 Allah berfirman:
                      
       
Terjemahnya :
“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu dalam bermuamalah,
hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis
menuliskannya dengan benar” (Mushaf Maqamat, 2013 : 48)
Ayat tersebut memerintahkan kita dalam melakukan pencatatan keuangan
yang benar,sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa dalam Islam trasparansi
adalah keterbukaan atas semua kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh
pemerintah. Di dalam pengelolaan keuangan transparansi dapat dipahami sebagai
keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan
pertanggungjawaban harus jelas sehingga orang-orang yang berkepentingan
mudah untuk mengetahuinya.
Selain dari prinsip transparansi yang perlu di terapkan dalam pengelolaan
keuangan desa, pertanggungjawaban juga sangat penting. Menurut hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di jelaskan.
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“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin  akan dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang
akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Al-Bukhari No
2751 dan HR. Muslim No, 4828)
Hal ini berkaitan dengan konsep pengelolaan keuangan yang baik, karena
dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang
bertanggug jawab dalam memegang amanah. Tanpa adanya rasa tanggung jawab
yang dimiliki seorang pemimpin maka masyarakat yang di pimpin di desa tersebut
tidak merasakan kesejahteraan.
Salah satu tolak ukur untuk mengetahui masyarakat Desa Gareccing telah
merasa sejahtera adalah kita dapat lihat atas pelayanan pemerintah Desa Gareccing
baik dari segi pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan sarana dan
prasarana desa yang di danai oleh dana desa, karena dana desa ini di anggarkan
untuk guna pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Menurut Sri Mulyani dalam buku saku dana desa, dana desa bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan,
memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Sri Muliani, 2017: 7)
Berdasarkan tujuan dana desa yang dikemukakan oleh Sri Mulyani, Desa
Gareccing melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dengan
menggunakan dana desa. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara
yang di kemukakan oleh bapak Fahri (Sekertaris Desa Gareccing) mengatakan
bahwa:
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“Pada tahun 2016 kami laksanakan pembinaan organisasi perempuan
(PKK), pembinaan majelis taklim, kalau dalam pemberdayaan masyarakat
biasanya mengikuti kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat Desa,
kegiatan tunjangan BPD, kegiatan peningkatan pendidikan dasar termasuk
bantuan kesejahteraan bagi Guru non formal dan dana desa juga kami
gunakan untuk persiapan pemilihan Kepala desa serentak di tahun 2017
kemarin” (Wawancara: 9 Agustus 2018)
Pernyataan Bapak Fahri selaku sekertaris Desa Gareccing selaras dengan
pernyataan Ibu Kasmawti selaku bendahara Desa Gareccing. Ibu Kasmawati
menyatakan seperti ini
“ Dana desa kami gunakan untuk penetapan kepala desa berdasarkan hasil
pemilihan kepala desa serentak tahun 2017 , kegiatan perekrutan perangkat
desa yang harus direkrut berdasarkan UU No 47 tahun 2014 (Wawancara:
11 Agustus 2018)
Hal ini di benarkan oleh Bapak Ilyas selaku ketua BPD dalam wawancara
mengatakan bahwa:
“Dana desa telah berhasil menetapkan kepala desa, kegiatan perekrutan
perangkat desa, dana desa juga digunakan untuk tunjangan BPD dan
termasuk biaya perjalanan dinas diluar daerah” (Wawancara: 10 Agustus
2018)
Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa dana desa yang telah
diterima oleh Desa Gareccing lebih banyak digunakan dalam bidang sosial
daripada yang digunakan di bidang ekonomi. Padahal untuk meningkatkan
pendapatan asli desa, seharusnya pemerintah desa memanfaatkan potensi dan
peluang yang ada dengan menggunakan dana desa untuk mamajukan
perekonomian yang ada di Desa Gareccing.
Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah
mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDES). Badan usaha milik desa
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adalah usaha yang dikelolah oleh pemerintah desa yang berbadan hukum. Badan
usaha milik desa  di Desa gareccing ini mendapatkan anggaran dari dana desa. Hal
ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak
fahri (sekertaris Desa Gareccing) menyatakan bahwa:
“Pada tahun 2016 pemerintah desa menganggarkan dana desa sebanyak
70.000.000 untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) namun
setelah dibentuk ketua, sekertaris, bendahara dan para anggotanya. BUMDES
ini bermasalah dikarenakan usaha yang dirintis tidak berjalan sesuai rencana
dan  ketua  BUMDES juga menggunakan dana yang diberikan untuk
kepentingan pribadi, sehingga sekertaris, bendahara dan para anggotanya tidak
dapat melanjutkan usaha yang dirintis. Adapun usaha yang telah di sepakati
antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDES yaitu : Pengisian Air
Galon, memberi modal kepada anggota bertujuan untuk membuka usaha kue
(Wawancara : 9 Agustus )
Pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Fahri selaras dengan hasil
wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Ilyas selaku ketua BPD, dalam wawancara
mengatakan bahwa:
“Setau saya usaha yang dibiayai oleh desa yang menggunakan anggaran dana
desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Usaha yang telah disepakati adalah
antara pemerintah desa dengan pengelola bumdes adalah pengisian air galon,
memberi modal kepada anggota untuk membuka usaha kue, namun bumdes ini
tidak berjalan sesuai rencana karena ketua bumdes mementingkan diri sendiri
daripada kepentingan kelompok sehingga dana yang diberikan itu dia salah
gunakan” (Wawancara: 10 Agustus 2018)
Berdasarkan hasil wawancara pemerintah Desa Gareccing telah merintis usaha
milik desa dengan menggunakan anggaran dana desa. Hal ini sesuai dengan tujuan
dianggarkannya dana desa. Pemerintah telah menggunakan dana desa sesuai dengan
prosedur yang ada, akan tetapi pengelolaan bumdes di serahkan langsung kepada
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pengelola yang telah dibentuk mulai dari ketua, sekertaris, bendahara dan anggota
bumdes sehingga BUMDES Desa Gareccing saat ini tidak berjalan sesuai dengan
rencana dan kesepakatan  pemerintah desa dengan pengelolah badan usaha milik
desa.
Jadi untuk meningkatkan pandapatan asli desa di Desa Gareccing itu sangat
minim karena BUMDES tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat
disebabkan terjadinya kesalahan dalam pemilihan ketua BUMDES, tidak adanya jiwa
wirausaha yang yang dimiliki, kreativitas kurang sehingga tidak dapat memanfaatkan





Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Implementasi Pengelolaan
Keuangan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Suatu Tinjauan Ekonomi Islam dapat
di simpulkan sebagai berikut:
1. Pengelolaan keuangan desa gareccing telah terlaksana berdasarkan
Permendagri No. 113 tentang pengelolaan keuangan yang meliputi beberapa
tahap yaitu:
a. Perencanaan keuangan desa, bendahara desa gareccing melakukan pendataan dan
penyusunan atas kebutuhan dalam satu tahun anggaran setelah itu Pemerintah
desa mengadakan musyawarah bersama perangkat desa, BPD dan masyarakat
desa gareccing. Dalam musyawarah ini masyarakat Desa Gareccing diberi
kesempatan untuk mengeluarkan aspirasinya untuk pembangunana Desa
Gareccing yang akan datang.
b. Pelaksanaan Keuangan desa. Proses pelaksanaan keuangan desa ini dilakukan
oleh bendahara dan Kepala desa dengan menggunakan rekening kas desa dalam
melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang  disertakan bukti
transaksi, setiap transaksi wajib untuk bendahara mencatatnya. Hal ini sesuai
dengan aturan permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa.
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c. Proses penatausahaan keuangan desa, Desa Gareccing telah menyediakan buku
kas umum, buku kas bank, buku pembantu pajak dan mengarsipkan bukti
penerimaan dan pengeluaran desa.
d. Pelaporan keuangan desa, bendahara desa gareccing telah membuat laporan
keuangan setiap triwulan sekali secara detail berdasarkan pedoman yang ada. Hal
ini sesuai dengan Permendagri No. 113 tentang pengelolaan keuangan desa.
Namun pelaporan keuangan biasanya tidak terlaksana berdasarkan waktu yang
ditentukan
e. Pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah Desa gareccing melakukan
pertanggungjawaban keuangan desa dengan dua arah, pertanggungjawaban
kepada pemerintah daerah/kabupaten dan pertanggung jawaban kepada
masyarakat. Namun pertanggungjawaban kepada masyarakat belum dapat
dilakukan secara tepat waktu.
2. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pengelolaan keuangan Desa
gareccing tidak bertentangan dengan aturan Islam karena pemerintah Desa
Gareccing telah menerapkan prinsip partispatif, transparansi dan
akuntabilitas. Pemerintah Desa gareccing terbuka dalam penggunaan
anggaran terhadap masyarakat dan pemerintah kabupaten. salah satu
pembuktian bahwa pemerintah Desa gareccing transparan dalam penggunaan
anggaran adalah melibatkan mayarakat dalam musyawarah bersama terkait
rencana pembangunan desa, pembuatan benner anggaran pendapatan belanja
desa, selanjutnya prinsip akuntabilitas biasanya dilakukan dengan tercatat
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disebuah pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa
bukan hanya di laporkan di pemerintah kabupaten akan tetapi
dipertanggungjawabkan juga di masyarakat Desa Gareccing, namun
pertanggung jawaban ini belum dapat dilakukan secara tepat waktu.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka dapat disarankan adalah:
1. Pelaporan keuangan desa sebaiknya pemerintah Desa Gareccing
meningkatkan disiplin waktu agar pelaporan keuangan dapat dilaporkan
sesuai waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya penumpukan
tugas perangkat desa.
2. Pertanggungjawaban keuangan desa sebaiknya pemerintah Desa
Gareccing melakukan penyebaran informasi realisasi anggaran dengan
membuat selembaran poster anggaran dan dibagikan kepada RT/RW
setempat karena kalau hanya spanduk yang di pasang di tempat umum
atau hanya benner yang di pajang di kantor desa tidak semua masyarakat
desa dapat membaca dan melihat angka-angka pengeluaran ataupun
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Yang akan mengajukan pertanyaan kepada informan:
Nama : Rosmah
Nim : 90100114110
Tujuan Wawancara : untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa
menurut UU No 6 Tahun 2014 suatu tinjauan ekonomi islam
Lokasi Penelitian : Kantor  Desa Gareccing
Durasi Waktu Wawancara : ± 1 jam untuk setiap informan
Daftar Pertanyaan Wawancara
A. Kepala Desa
Adapun pertanyaan wawancara untuk Kepala Desa di Kantor Desa Gareccing
1. Apakah Desa Gareccing mendapatkan dana dari APBN saja atau ada sumber
dana yang lain?
2. Apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan?
3. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik,
pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu
transparan, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran, apakah prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan?
4. Bagaimana bentuk penyaluran dana desa pada Desa Gareccing
5. Apakah Desa Gareccing telah menerapkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa?
6. Bagaimana tanggapan anda terkait UU No 6 tahun 2014 tentang Desa?
7. Apakah perna diadakan penyuluhan tentang UU No 6 Tahun 2014 tentang desa
ini kepada masyarakat Desa Gareccing?
8. Bagaimana Mekanisme  atau tahapan dalam pengelolaan keuangan desa
gareccing yang meliputi: Perncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan desa?
9. Apakah ada masalah yang terjadi semenjak UU No 6 tahun 2014 tentang desa
berlaku?
10. Apa saja yang sudah di hasilkan dana desa semenjak UU No 6 tentang Desa
telah berlaku khususnya di Desa Gareccing?
11. Usaha-usaha apa yang dibiayai dengan menggunakan dana desa dan bagimana
bentuk kerja samanya?
12. Bagaimana pandangan masyarakat atas dana desa yang di salurkan, jika dilihat
dari sisi adat dan agama yang ada di desa gareccing?
13. Bagaimana pandangan Islam terhadap pengelolaan keuangan
B. Sekertaris
Adapun pertanyaan wawancara untuk Kepala Desa di Kantor Desa Gareccing
1. Apakah Desa Gareccing mendapatkan dana dari APBN saja atau ada sumber
dana yang lain?
2. Apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan?
3. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik,
pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu
transparan, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran, apakah prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan?
4. Bagaimana bentuk penyaluran dana desa pada Desa Gareccing
5. Apakah Desa Gareccing telah menerapkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa?
6. Bagaimana tanggapan anda terkait UU No 6 tahun 2014 tentang Desa?
7. Apakah perna diadakan penyuluhan tentang UU No 6 Tahun 2014 tentang desa
ini kepada masyarakat Desa Gareccing?
8. Bagaimana Mekanisme  atau tahapan dalam pengelolaan keuangan desa
gareccing yang meliputi: Perncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan desa?
9. Apakah ada masalah yang terjadi semenjak UU No 6 tahun 2014 tentang desa
berlaku?
10. Apa saja yang sudah di hasilkan dana desa semenjak UU No 6 tentang Desa
telah berlaku khususnya di Desa Gareccing?
11. Bagaimana pandangan masyarakat atas dana desa yang di salurkan, jika dilihat
dari sisi adat  yang ada di desa gareccing?
12. Bagaimana pandangan islam terhadap pengelolaan keuangan
C. Bendahara
Adapun pertanyaan wawancara untuk bendahara Desa Gareccing
1. Apakah Desa Gareccing mendapatkan dana dari APBN saja atau ada sumber
dana yang lain?
2. Apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan?
3. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik,
pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu
transparan, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran, apakah prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan?
4. Bagaimana bentuk penyaluran dana desa di Desa Gareccing
5. Siapa saja yang perlu tau dalam penatausahaan keuangan Desa Gareccing?
6. Apakah Desa Gareccing telah menerapkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa?
7. Bagaimana tanggapan anda terkait UU No 6 tahun 2014 tentang Desa?
8. Apakah ada masalah yang terjadi semenjak UU No 6 tahun 2014 tentang desa
berlaku?
9. Apa saja yang sudah di hasilkan dana desa semenjak UU No 6 tentang Desa
telah berlaku khususnya di Desa Gareccing?
10. Bagaimana Mekanisme  atau tahapan dalam pengelolaan keuangan desa
gareccing yang meliputi: Perncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan desa?
11. Usaha-usaha apa yamg dibiayai dengan menggunakan dana desa dan
bagaimana bentuk kerjasamanya
12. Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa gareccing menurunkah atau
meningkat?
13. Bagaimana pandangan masyarakat atas dana desa yang di salurkan, jika dilihat
dari sisi adat yang ada di desa gareccing?
14. Bagaimana pandangan islam terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya
di Desa Gareccing?
D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1. Bagaimana fungsi BPD terhadap pembangunan maupun program kerja desa
sebelum dan setelah disahkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa
Gareccing?
2. Dalam satu periode, berapa kali dan kapan diadakan membahas serta
menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa?
3. Apakah BPD terlibat langsung dalam Pengelolaan Keuangan Dana  Desa
Gareccing?
4. Bagaimana sudut pandang Islam dalam pengelolaan keuangan desa di Desa
Gareccing?
5. Usaha-usaha apa yang dibiayai oleh dana desa di Desa Gareccing?
6. Bagaimana bentuk pembagian keuntungan antara pemerintah desa gareccing
dengan pihak pengelola usaha?
7. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan fungsi atau
tugas sebagai BPD?
E. Masyarakat (Informan Tambahan )
1. Dalam segi pelaksanaan, apakah masyarakat terlibat langsung mengambil
keputusan dalam program kerja Desa Gareccing?
2. Apakah pemerintah Desa Gareccing perna mengadakan penyuluhan tentang
Peraturan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa?
3. Bagaimana persepsi anda terhadap pelaksanaanUU No 6 Tahun 2014 tentang
Desa?
4. Apakah pemerintah Desa Gareccing melibatkan masyarakat ketika membahas
Anggaran Dana Desa?
FOTO DOKUMENTASI
Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Gareccing
Wawancara dengan Sekertaris Desa Gareccing
Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat
Wawancara dengan Kepala Desa Gareccing
Wawancara dengan Ketua BPD
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